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ABSTRACT 

IMPLEMENTATION OF GOVERNMENT REGULATION 
NUMBER 46 YEAR 2007 REGARDING FREE TRADE AND FREE 

PORT ZONE OF BATAM 

IRF AN SY AKIR WIDY ASA 
Universitas Terbuka 

irfanwidyasa@gmail .com 

Batam since its founding has been designed as an internationally-competitive 
Industrial Development Area. Various economic incentives have been provided 
for Batam starting from the exemption of VAT, PPnBM, and import dutys. Jn 
addition, the government has granting the status of Free Trade Zone and Free Port 
Zone since 2007 for a period of 70 years. 

With various fiscal incentives given, the development of Batam is not in 
accordance with the initial ideas of development. Even the development of Batam 
has continued to decline in recent years. This can be seen from the slowing down 
of the economic growth, the decrease of export-import numbers and low rate of 
population growth ofBatam. 

This study examines how the implementation of the Government Regulation 
Number 46 of 2007 on Free Trade Zone and Free Port Zone of Batam. The 
analytical instrument in this study is the Public Policy Implementation Theory by 
Merilee S Grindle. 

The implementation of public policy is examined from 6 (six) content policy 
as variables those influence such us interest affected, type of benefits, the extent 
of change envision, the site of decision making, program implementer, resources 
commited and 3 (three) context policy variables: power, interest, and strategy of 
actor involved, institution and regime characteristics, and compliances and 
responsiveness. 

Keywords: public policy implementation, Merilee S. Grindle, Batam Free Trade 
Zone 
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ABSTRAK 

IMPLEMENT AS! PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 46 
TAHUN 2007 TENT ANG KA WASAN PERDAGANGAN BEBAS 

PELABUHAN BEBAS BAT AM 

IRF AN SY AKlR WJDY ASA 
Universitas Terbuka 

irfanwidyasa@grnail.com 

Batam sejak awal pendiriannya didesain untuk menjadi Daerah 
Pengembangan Industri berdaya saing international. Berbagai insentif 
perekonomian telah diberikan bagi Batam mulai pembebasan PPn, PPnBM, dan 
bea masuk. Ditambah pemberian status sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan 
Pelabuhan Be bas sejak tahun 2007 untuk jangka waktu 70 tahun. 

Dengan berbagai insentif fiskal yang diberikan, perkembangan Batam tidak 
sesuai dengan cita-cita awal. Bahkan perkembangan Batam terus menurun dalam 
beberapa tahun terakhir. Hal ini dapat dilihat dari melambatnya pertumbuhan 
ekonomi, perkembangan angka ekspor-impor dan pertumbuhan penduduk Batam. 

Penelitian ini mengkaji bagaimana implementasi Penetapan Peraturan 
Pemerintah nomor 46 tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas Pelabuhan 
Bebas Batam. Sebagai pisau analisis yang digunakan yaitu Teori lmplementasi 
Kebijakan Publik oleh Merilee S Grindle. 

Implementasi kebijakan publik dikaji dari melalui 6 variabel isi kebijakan 
(content of policy) yang mempengaruhi yaitu interest affected (kepentingan
kepentingan yang mempengaruhi), type of benefits (tipe manfaat), extent of 
change envision (derajat perubahan yang ingin dicapai), site of decision making 
(letak pengambilan keputusan), program implementer (pelaksana program), 
resources commited (sumber-sumber daya yang digunakan) dan 3 variabel 
lingkungan kebijakan (context of policy) yaitu : power, interest, and strategy of 
actor involved (kekmisaan, kepentingan-kepentingan, dan strategi dari aktor yang 
terlibat), institution and regime characteristic (karakteristik lembaga dan rezim 
yang berkuasa), dan compliance and responsiveness (tingkat kepatuhan). 

Kata kunci : implementasi kebijakan publik, Merilee S. Grindle, FTZ Batam 
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BABIV 

TEMUAN DAN PEMBAHASAN 

4.1. Kronologis Kebijakan Pembangunan Batam 

4.1.1. Latar Belakang Pengembangan Batam 

Penentuan Kebijakan Pembailgunan Pulau Batam dengan luas 415 KM2, 

suatu pulau yang tidak mempunyai SDA dan SDM hanya dihuni sekitar 7.000 

penduduk (1971) dengan mata pmi.caharian sebagai nelayan dan petani kelapa 

serta kebun karet, merupakan kepi.Itusan Pemerintahan dengan kepemimpinan 

yang cerdas, visioner, berani, tegas dan konsisiten. 

Cerdas, karena tidak melihat SDM dan SDA tetapi "letak nilai strategis 

Pulau Batam yang terletak di Selat Singapura di salah satu alur pelayaran teramai 

di dunia" seperti terlihat di peta. 

Gambar4.1 
. Peta Posisi Strategis Pulau Batam 

Sumber : BP Batam, 2018 
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Visioner, melihat jauh kedepan tidak terpaku potensi Pulau Batam yang 

tidak kelihatan saat itu. 

Berani, karena dengan parameter perencanaan para ahli Indonesia dan standar 

pengajuan anggaran saat itu, pembangunan Pulau Batam yang tidak mempunyai 

atau memenuhi kriteria apalagi sebagai Proyek Pembangunan Nasional. 

Tegas, sekali diputuskan tetap ke tujuan dengan selalu mencari solusi dan 

men-design peraturan untuk menghilangkan hambatan itu. 

4.1.2. Awal Pengembangan Batam 

Pulau Batam pertama dibangun berdasarkan Keppres No. 65 Tahun 1970 

Tanggal 19 Oktober 1970 Tentang Pelaksanaan Projek Pembangunan Pulau 

Batam, yang menetapkan pada tahap pertama dibatasi untuk projek-projek yang 

ada hubungannya dengan kedudukan pulau Batam sebagai basis logistik dan 

operasionil bagi usaha-usaha yang berhubungan dengan eksplorasi dan 

eksploitasi minyak dan gas bumi, sebagaimana telah direncanakan dan telah 

dimulai pelaksanaannya oleh Perusahaan Negara Pertambangan Minyak dan Gas 

Bumi Nasional (P.N. Pertamina), administrasi Pemerintahan di Pulau Batam 

masih terdiri dari 5 (lima) Desa, Pulau Buluh, Patam, Nongsa, Kahil dengan Kota 

Kecamatan di Belakang Padang seperti terlihat pada peta dengan penduduk 

sekitar 7.000 penduduk terdiri dari beberapa suku, dengan mata pencaharian, 

nelayan, petani/berkebun kelapa dan karet. 

45 

43496.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



'I 
I 

Gambar4.2 
Peta Administrasi Pulau Batam Tahun 1970 

C£-·~· m-·- llt:cJ-e:ll-·-- El!n•-• E·---- -- 13?3-· 

Sumber : BP Batam, 2018 

Satu tahun kemudian, tepatnya tgl 26 Oktober 1971, rencana itu 

dikembangkan dengan menjadikan sebagian dari Pulau Batam ditetapkan sebagai 

Daerah lndustri. Sebagaimana dimaksud dalam Keppres Nomor 74 Tahun 1971 

Tentang Pengembangan Pembangunan Pulau Batam. Beberapa ketentuan dalam 

Keppres 74/1971 ini antara lain: 

1) Status Khusus Sebagai Entreport Partikelir Berdasarkan Ketentuan-

Ketentuan Dalam Reglemen A Dari Ordonansi Bea (Pasal 2 ayat 1). 

2) Dibentuk Badan Pimpinan Daerah Industri Batam, Jang Selanjutnja 

Dalam Keputusan Presiden Ini Dibuat Badan Pimpinan, Jang Merupakan 

Badan Penguasa (Authority) Daerah (Pasal 3 ayat 1 ). 

3) Badan Pimpinan berkedudukan dibawah dan bertanggungdjawab 

kepada Presiden (Pasal 4 ayat 2) dan Dr. lbnu Sutowo, Dirut Pertamina 

ditunjuk sebagai Ketua Badan Pimpinan. 

4) Tugas Badan Pimpinan dimaksud di Pasal 3 adalah: 
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a. merencanakan dan mengembangkan pembangunan industri serta 

prasaranajang diperlukan di Daerah lndustri Pulau Batam Berdasarkan 

Suatu Rencana Induk Yang Disetujui Oleh Presiden (Ayat 1 ). 

b. menampung dan menditi permohonan izin usaha jang 

diadjukan oleh para pengusaha industri serta mengadjukan kepada 

instansi-instansi yang berwewenang guna memperoleh persetujuan 

atau izinnya sesuai dengan peraturan-peraturan jang berlaku (Ayat 

2). 

c. mengawasi pelaksanaan projek-projek industri yang dibangun agar 

dapat berjalan dengan lancar dan tertib sesuai dengan rentjana (Ayat 

3). 

5) Kewenangan Badan Pimpinan di Pasal 6 adalah: 

a. Mengadakan hubungan dengan semua instansi pemerintahan 

tingkat pusat atau daerah serta pengusaha-pengusaha jang ada 

hubungannja dengan pengembangan daerah industri tersebut. 

b. Mengkoordinir kegiatan pejabat-pejabat dari instansi-instansi 

pemerintah Jang ditugaskan dalam rangka pelaksanaan 

pembangunan projek-projek di daerah industri tersebut. 

Berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Keppres No. 74 Tahun 1971 tersebut segera 

dibuat Rencana Induk oleh konsorsium konsorsium Pertamina-Nissho lwai-

Pacific Bechtel yang mana segera dibuat Master Plan Batam Industrial 

Development. 
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Gambar4.3 
Peta Master Plan Pembangunan Pulau Batam Tahun 1971 

11.1!11~..--~... ~-, • .._ ~u.u•"-• 
~ !'Dt.."EEIJ '*nt;-t' ~ uf'IU Udtt•• UJ1Ml• [.3 ·~ •t.Mt 

-~ ~EJ~-r.---n ~....,.-~ .. .._.,_lUI E::9---

Sumber : BP Batam, 2018 

Dalam Development Strategy, Executive Summary Master Plan Batam 

Industrial Development ini merupakan Master Plan pertama Batam Authority 

tercantum visi atau tujuan Pembangunan Batam yang mengatakan: 

"The Government of Indonesia wishes to develop Bat am Island Industrially as 
a part of abroad program to improve the Indonesian Economy, increase foreign 
exchange earnings, create more employment. and e.ffoct a shift in population from 
more crowded areas to those less populated" 

Dari Fakta hukum pembentukan dan tujuan yang tercantum dalam Keppres 

No. 74 Tahun 1971 Kawasan lndustri Pulaua Batam adalah Proyek Nasional 

dengan Kawasan Khusus terlihat dari ciri-ciri: 

1) Kawasan Industri Pulau Batam, dibentuk oleh Pemerintah (Keppres) di 

wilayah Kabupaten/Propinsi untuk menjalankan Pemerintahan Khusus bagi 

kepentingan Nasional, sebagaimana pengertian Kawasan Khusus dalam 
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peraturan perundang-undanga~ Pasal 1 butir 19 UU 32/2004 Tentatig 

Pemerintahan Daerahjo Pasal 1 butir 42 UU 23/2014 Tentang Pemerintahan 

Daerah. 

2) Tujuannya jelas untuk kepen~ngan Nasional seperti yang tercantum dalmn 

Master Plan 1972, dan menjalankan Daerah Industri Pulau Batam Tersebut , 
.. -

Mempunyai Status Khusus, s~tus sebagai Entrepot Partike/ir. 
" 

3) Rencana Induknya harus diseti.~Jui Presiden sama halnya Rencana Tata Ruang 

Nasional. 

4) Badan Pimpinan Daerah lndustri Batam, merupalcim Badan Penguasa __ 

(Authority) Daerah diangkat dan bertanggung jawab Kepada Pimpinan 

Nasional/Presiden, yang· kemudian. beruoah menjadi Otorita Pengembangan 

Daerah Industri Pulau Batam {Otorita Batam) yang ditetapkan berdasarltan 
. ~.. . . ! 

Keputusan Presiden Nomor 41 Tahui:l 1973. 

4.1.3 Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam 

Dinamika pemikiran pengembangap Pulau Batam beijal~n sangat cepat 
··:- .... 

karena h~mya dalam waktu 2 (dpa) tahun, Pulau Batam yang tadinya ha11ya · . 
. . 

sebagian yang dikembangkan, tetip dengan Keppres 41 Tahun 1973 seluruh Pulau 
. . 

Batam ditetapkan sebagai Daerah Industri Pulau Batam (Pasal 1) deng~n 

pembentukan Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam disingkat 

Otorita Batam (Pasal 2) dengan ketentuan-ketentuan lebih: rinci serta pembentukan 

Badan Otorita Pengembangan Daerah lndustri Batam (Disingkat Otorita Batall)) 

dengan Badan Pengawasan terdi:ri dad peberapa Menteri dilengkapi Tim Asist(:msi 

terdi:ri dari para Diijen dari Departemen yang terkait kegiatan pengembanga~ dan 

pengelolaan Batam sebagai Daenili Industri. 
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Otorita Pengembangan Daerah lndustri Pulau Batam adalah penguasa 

·yang bertatiggungjawab atas pengembangari pertumbuhan Daerah lndustri Pulau 

: Batam dan mempunyai tugas sebagai berikut: · 

;:t~ Mengembangkan dan mengendalilqm peinbangunan Pulau Batam sebagai 

suatu Daerah Industri; 

p. Mengembangkan .dan mengendalikan kegiatan-kegiatan ·pengalih-kapalan . :, 

(transhipment) di Pulau Batam; 

" c. Merencanakan kebutuhan pras~ana dim pengusahaan instalasi-instalasi 

prasarana dan fasilitas lainnya; 

. d. Menampung dan meneliti permohonan 'izin 4saha :yang diajukan oleh para 

pengusaha serta mengajukannya kepada.instansi-instansi yang bersangkutan; 

. e. Menjamin agar tata-cara perizinan dan·pemberian jasa-jasa yang diperlukan 

dalam mendirikan dan menjalankan usaha di Pulau Batam dapat beijalan . - . . . . 

lancar dan tertib, segala sesuatunya. untuk dapat menurp.buhkan minat para 

pengusaha menanamkan modalnya di Pula1JBatam. 

· · Susunan Otorita Pengembangan Daerah Industri Puhiu Batam terdiri dari: 
I I . ~· 

. a. Seorang Ketua; 

.· .. 
b. Seorang Wakil Ketua; 

I c. Seorang Sekretaris. . 
I~ 

I 

i 
_ .· Dalam pelaksanaan tugasnya, · Otorita Pengen_~.bangan Daerah Industri 

Pulal,l Batam dibantu oleh suatu team-m>sistensi yang terdiri dari unsur-unsur: 

I 
I I 
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a . Departemen Keuangan (Direktorat Jedral Pajak dan Direktorat Jendral Bea 

dan Cukai); 

b. Departemen Perhubungan (DirektoratJendnil Perhubungan Lalit); 

. . . 

c .. Departemen P~r~agangan (Direktorat J~dral Perdagangah); .· · 

d. Departemen 'fenaga Kerja, Transmigrasi dan Kopeni~i (Ditektorat Jendral 

. Pembinaa~ dan · Penggunaail Tenaga Kerja); 

e. Depaitemen Dalam Negeri (DirektoratJendral Aggraria);' 

£ Departem~ri Kehakiman (Direktorat Jendral Imigrasi). 

Dalam. pelaksanaan tugasnya, Otorita Pengembangan baerah Industri 

Pulau Batam bertariggungjawab kepada Presiden. 
. . 

Dalam: -pehiksanaan tugasnya sehari-hari Otorita Pimgembangan Daerah 

Industri Pulau Batam menerima dan rnengindahkan petunjuk:,.putunjuk yang 

diberikan ,oleh Dewan Pengawas Daerah Industri Puhm Batam. 

Peruntukan dan penggunaan tanah di Daerah Industri Pulau Batam untuk 

keperluan bangunl')n-bangunan, usaha-usaha dan fasilitas.,.fasilitas lainnya, yang 

bersangkuta,ri · dengan pelaksanaan pembangunan Pulau Batam, ·. didasarkan atas 

suatu rencana· tata-guna tanah dalam rangka pengembangan Pula11 Batam menjadi 

Daerah IndustrL 

Hal-hal yang bersangkutan dengan pengurusan tanah di . dalam wilayah 
"'· 

Daerah industri.Puiau Batam dalam rangka ketentuan tersebut paga ayat (1) pasal 
.. . - . . 

ini diatur lebih lanjut oleh Menteri Dalam Negeri sesmi.i derigan peraturan 
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perundang-undangan yang berlaku di bidang agraria, dengan ketentuan sebagai 

berikut: 

a. Seluruh areai tanah yang ~erletak di Pu!au Batam diserahkan, dengan hak 

pengelolaan, kepada Ketua . Otorita Pengembangan Daerah Industri Piilau 
:; 

Batam; 

b~ Hak pengelolruin tersebuf pada sub a ayat ini ·memberi wewenang kepada 

Ketua Otorita Peng~mbangan Daerah Industri Pulau Batam untuk: 

1. merencanakan peruntuk:an dan penggunaan tanah tersebut; 

2. menggunakan tailah tersebut untuk keperluan pelaksanaan tugasnya; 

3. menyerahkan bagian~bagian dari tanah terse but kepada pihak ketiga 

siengan hak -:Pakai sesuai · dengan ketentuan-ketentuan Pasal 41 sampai 

dengan Pasal43 Undang.:.undang Pokok Agraria; 

4. menerima uang perriasukan/ganti rugi dan uang wajib tahunan. 

· Apabila diperl.ukan untuk melakukan kegiatan-kegiatan bagi 

peng~mbangan Pulau Batam. sebagai Daerah Industri, m~ka at~s usul Otorita 

Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam wilayah-wilayah tertentu di dalam 

Daerah Industri Pulau· Batain dapat ditetapkan sebagai Wilayah-wilayah Usaha 

Bonded Ware house sebagaimana dimaksudkan, dalam Peraturan ·Pemerinh1h 

Nomor 20 Tahun 1972. 

Berdasarkan Pasal7 ini, beberapa wilayah K3:wasari Otorita Batam dijadikan 

Wilayah Bonded Ware Ho,l!~e dan kemudian dengan Keppres 41 Tahun 1978, 

seluruh Batam ditetapkan sebagai Wilayah-wilayah Usaha Bonded Ware House. 
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Sebagai Ketua Otorita Batam yang pertama ditunjuk Bapak Dr. lbnu Sutowo 

Direktur Utama Pertamina dan dengan demikian . seluruh Karyawan dan 

Pembiayaan Otorita Batam semuanya oleh Pertamina sehingga Otorita Batam 

waktu itu disebut dengan Pertamina Ototita Batam disingkat Pertamina/OPDIPB. 

4.1.4 Perlambatan:Pembangunan Batam (1975- 1978) 

Menjelang tahun ahir tahun 1974, Pertamina sebagai tulang punggung dan 

penghasil terbesar pendapatan Negara mengalami krisis keuangan yang sangat 

membebani dan mengguncang perekonomian NKRI. 

Krisis keuangan Pertamina ini berdampak langsung terhadap Otorita Batam, 

yang seluruh karyawan dan pembiayaannya berasal dari Pertamina sehingga turut 

slow down dalam kegiatan Pembangunannya. Posisi Otorita Batam saat itu 

merupakan bagian kegiatan Pertamina di luar tupoksi Pertamina. 

Untuk menangani krisis Pertamina ini, Pemerintah membentuk 3 Tim, salah 

satunya adalah Tim II yang dipim}"jn/dikoordinir oleh J.B. Sumarlin, Menteri 

Penertiban Aparatur Negara/ Wakil Ketua Bappenas untuk menegosiasi proyek 

• proyek Pertamina untuk diteruskan atau tidak dilanjutkan. 

· Banyak proyek-proyek besar pertamina yang tidak diteruskan atau unit-unit 

Pertamina yang dirasionalisasai tetapi Proyek Batam atas pengarahan Pirnpinan 

Nasional Presiden Soeharto penggagas Pembangunan Batam, tetap diteruskan 

· walaupun dari skope kegiatan, materi dan personalia tidak berdampak jika tidak 

diteruskan. 

Konsekuensinya walaupun pada saat itu keuangan Pemerintah mengalami 

· beban berat untuk mengatasi pembayaran utang-utang Pertamina, pembiayaan 

Proyek Batam harus diambil alih Pemerintah dengan cara penyelesaian. 
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Dalam menghadapi krisis besar yang· diliadapi akibat krisis keuangan 

Pe1tamina, Presiden RI bersikap tenang dalam me.mberikan petunjuk terhadap 

p~ra .Menterinya sebagaimana diceritakan dalam. B~ku "Mengungkap Fakta 

' 
Sejat:ah Pembangunan Batam" dan salah satuny~ adalah pengarahan, Proyek · 

Batam diteruskan dengan mengambil alih pembiayaaruiya. 

Selanjutnya tanggal 23 Juni 1976, J.B. Sumarlin · diangkat menjadi Ketua 

Otorita.Batam dengan Keppres No. 80/M Tah1.m:::1976 sampai dengan Tahun 

1978~ . 

Periode kepemimpinan J.B. Sumarlin disebut sebagai periode Konsolidasi, . . 

karena yang dilakukan pada saat itu mengkonsolidasikiin kegiatan-kegiatan yang 

bersifat pemeliharaan dan menata kepegawaian dalain keterbatasan pembiayaan 

Pemerintah. 

4J.5 Revitalisasi Pembangunan Batam Dan Periuasan Wilayah Kerja 

Pada tanggal28 Agustus 1976, Prof. Dr. BJ. Habibi~ Menristek/Ketua BPPT 

diimgkat menggantikan J.B. Sumarlin sebagai Ketua Otorita Batam dengan 

Keppres No. 194/MTahun 1978 sampai dengan Tahun 1983 Ketua Otorita Batam 
. . . 

fokus · dan mehgutamakan perencanaan dan konsep pembangunan dengan 
. - . . 

membuat Rencana Tata Guna Tanah Tahun 1979 oleh Cipta Karya sesuai amanah . . 

daiaw Pasal 5 Keppres 41/1973, Evaluasi ·Master Plan 1981 dan 1985, 1991 dan 

Master Plan Barelang Tahun 1993. 

Visi atau target pencapaian Pembangunan Ketua btorita Batam yang 

disampaikan dalam rapat koordinasi tanggal. 21 ¥ei tabun 1984 adalah "pada 

Talmn 2006 atau Tahun 2010, Penduduk Batam akan ·mencapai 800.000 orang dan 

pada saat itu status Batam sebagai Pemerintahan · Daerah Khusus setingkat 
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Propinsi, dan semtia pegawai Otorita Batam diintegrasikan kedalani Pemerintahan 

yang baru ito'~ 

Dalam · periode ini Otorita Batam, mengalami dua kali perluasan wilayah 

Kerjanya yaitu: 

1. Keppres 5~ Tahun 1984. 

Perluasan. Wi~ayah Kerja Otorita Batam dengan PulaU: Jimda·Berias, Tanjung 

Sauh dan Mon1oi, dan menetapkannya sebagai Wilayah Bonded Ware House. 

2. Keppres 28/1992 

: 

1 Perluasan.:Wilayah Kerja Otorita Batam meliputi Rernpang, Galang dan 38 

i 
! I 

I 
I 

I I :I 

' I 

I 

I ! 
I 

! 

pulau-:pulau_ keci_I sekelilingnya dan. menetapkannya sebagai Wilayah Bonded 

Ware House. 

Dengan . perluasan ito Master Plan Otorita Batarti ju~a · direvisi meliputi 

Rempang, G~dang serta 38 pulau-pulau kecil ito. 

Seterusnya tahun 1993 dibangun infrastruktur pokok yaifu 6 buah jembatan 

dari beNbagai type danjalan sepanjang 50 KM2
, yang-menghtibungkannya dengan 

I 
·I. . . 

Pulau Bat:ani.sehingga menjadi sato kesatuan pengembangan. 

Menteri Negara Agararia/Ka BPN kemudian menerbitkan KMNAIKA BPN 

No. 9-VIII-i 993 Tentang Pengelolaan Dan Pengurusan Tanah Di Daerah Industri 

Pulau Rempang,. Pulau Galang Dan Pulau-Pulau Lain Di Sekitarnya, yang 

memberikan Hak Pengelolaan kepada Otorita Batam dengan persyaratan-

persyaratat:~- yang harus dipenuhi oleh Otorita- Batam terlebih dahulu untuk 

penerbitan sertifikat HPL. 
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4.1.6 Pembentukan K_otamadya AdministratifBatam 

Sejalan dengan Pembangunan Batam diikuti dengan pertumbuhan penduduk 

yang cepat bukan . karena tingginya · kelahiran tetapi arus pendatang ·yang 

umumnya pencari keija. 

Karena beluni · tersedianya perumahan yang dapat disewa rimlailah 

.pembangunan rumah liar, yang mulanya di bagian dalam saja yang tidak kelihatan 

dari jalan, tetapi lama kelamaan sudah mendekati akses jalan, sementara Otorita 

Batam tidak mempunyai aparat untuk menertibkannya. 

Dengan kondisi itu, Ketua Otorita Batam Prof. BJ. Habibie m~ngusulkan 

kepada Pemerintah dalam ·hal ini Presiden, agar ada Administrasi Pemerintahan 

agar untuk mengurusi Pemerintahan. khsusunya masalah kependudukan, setingkat 

Walikota atau Bupati te~pi, tidak ada dulu DPRD nya. 

Usul Ketua Otorita Batam kepada Presiden, ditindak lanjuti Pemerintah 

dengan PP 34 tanggal 7 Desember 1983 membentuk Kotamadya Administratif 

Batam yang wilay~ya meliputi seluruh Kecamatan Batam, yang sebagian besar 

merupakaq wilayah keija Otorita Batam. 

Di awal pembentukannya sempat ada gejolak karena pemahama:n yang 

kurang pas mengapa Kotamadya Administratif itu dibentuk dengan anggapan 

· Otorita Batam akan berada dibawah administrasi Pemerintahan . Kotamadya 

AdministratifBatain dengan mengacu\Jndang-undang Otonomi Daerah Nomor 5 

Tahun 1974, bahwa . .Kepala Daerah, ada1ah Penguasa Tunggal. bidang 

Pembangunan dan: Pemerintahan di Daerahnya. 

Padahal tujua:n pembentukan Kotamadya Administratif Batam itu, adalah 

untuk mehunjang pelaksanaan Pembangunan Batam oleh Otorita Batam. 
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Untuk melaksanakan koordinasi; pada tanggal 23 Januari 1984 diterbitkan 

Keppres Nomor 7 Tahun 1984 Tentang Hubungan Kerja Antara Kotamadya · 

AdministratifBatam dengan·KetuaOtorita Batam. 

Otorita Pengembangan D(!.erah Industri Pulau Batam, yang dalam 

pelaksanaan tugasnya sehari-hari. di Pulau Batam dibantu oleh Badan Pelaksana 

Otorita Pengernbangan Daerah Industri Pulau Batam, adalah penanggung jawab 
.. 

pelaksanaan pei:J.gernbangan pembangunart Daerah Industri Pulau Bat(!.rn · 

sebagaimana dirnaksud dala~ Keputtisan Presiden Nomor 41 Tahun 1973 tentang. 

Daerah Industri Pulau Batarn, berdasarkan rencana yang ditetapkan Otorita Batarn 

(pasal1). 

Walikotamadya Batam sebag~i Kepala Wilayah adalah Penguasa tunggal · 

di bidang pemerintahan, dalam arti mernirnpin pernerintahan, mernbina kehidupail 

rnasyarakat Kotarnadya Batarn di segala bidang dan mengkoordinasikan bantuan 
. . . 

dan dukungan Pernbangumin Daerah Industri Pulau Batam (pasal 2). 

. . 

Untuk rnencapai daya guna dan basil guria yang sebesar-besamya dalam 

penyelenggaraan pernerintahan, pernbangunan dan pembinaan kehidupari ·· 

rnasyarakat di Daerah Industri Pulau Batam, diadakan kerjasama yang sebaik-

baiknya antara Otorita Pengernbangan Daerah Industri Pulau Batam dengan 

Pemerintah Kota~adya Batam, sehirigga !i~ak terjadi harnbatan-harnbatan dalarn 

penyelenggaraan togas dan bertanggung jawab masing-masing (pasal 3). 

Kerjasama sebagairnana.dirnaksud dalam Pasal 3, diatur sebagai berikut: 

a. Rencana J.nduk Pengembangan Daerah Industri Pulau Bataln ditetapkan oleh 

Presiden atas usul Ketua Otorita Pengernbangan Daerah Industri Pillau Batarn; 
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:I b. Pengembangan- Kawasan Daerah lndustr{ Pulau Batam dilaksanakan oleh 

Otorita Pengembangan Daerah lndustri Pu)au Batam berdasarkan dan sesuai 

dengan Rencana Induk; 

c. Izin dan rekomendasi dalam bidang · usaha dan pengembangan industri 

diselenggarakan secara fungsional oleh Instansi yang bersangkutan, kecuali 

izin dan rekomendasi dalam bidang usaha dan pengembangan daerah industri 

yang menurut · ketentuan dilimpahkan kepada Otorita Pengembangan Daerah 

Industri Pulau Batam; 

d. Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam membantu keiancaran 

pemasukan sum her pendapatan Daerah dan Negara yang berhubungan dengan 

bidang tugasnya; 

e. Pemerintah Kotamadya Batam dan Instansi-instansi Pemerintah lainnya 

membantu mewujudkan tercapainya tujuan Pemerintah untuk 

mengembangkan Daerah Industri Pulati batam dengan memberikan 

kemudahan-kemudahan pelayanan Ptimerintah dan periZinan; 

£ Walikotamadya Batam bersama Otorita Pengembangan Daerah lndustri Pulau 

Batam secara periodik mengadakan rapat koordinasi dengan lnstansi-instansi 

Pemerintah lainnya guna mewujudkan sinkronisasi program di antara mereka, 

dan sejauh mengenai pelaksanaan pembang~nan sarana, prasarana, dan 

fasilitas lainnya yang diperlukan dalam rangka pengembangan Daerah Industri 
. . 

Pulau Batam, koordinasi tersebut dilaksanakan oleh Otorita Pengembangan 

Daerah lndustri Pulau Batam. 
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g. Hubungan Keija yang diatur dengan Keppres 7 Tahtin 1984 ini, dilakukan 

h. 

J(erua Otorita Batam melalui Rapat. Koordinasi setiap bulannnya, dan setiap 
. \ 

Rapat selalu mengundang para menteri yang terk~it dengan agenda .rapat dan 

beberapa duta besar Negara sahabat, serta tim asistensi interdept yang terkait. 

·Berdasarkan UU 53 Tahun 1999, Kotarriadya Batam ditetapkan sebagai Kota 

. Batam dan berdasarkan Pasal 21 . hubungan ·Kerja antara Pemerintah Kota 

Batam dengan Otorita Batam akan diatur dengan Peraturan Pemerintah yang 

sampai sekarang belum diterbitkan. 

i. Unttik: mengantisipasi permintaan laban untuk investasi yang cukup tinggi, 

Pemerintah dengan Keppres 28 Tahun 1992, . memperluas Wilayah Keija 

Otofita Batam dengan menambah Pulau Rempang, Pulau Galang dan Pulau 

Galang Barn serta. 38 pulau-pu1au kecil disekitamya sehingga menjadi satu 

kesatuan wilayah Kerja Otorita Batam dan Rencana Induknya ditetapkan oleh 

Presiden atas usul Ketua Otorita Batam (dictum 5), sementara masalah 

pengelolaan pertanahannya diserahkan kepada Kepala. BPN untuk pengaturan 

lebih Ian jut (dictum 6). 

j. Berdasarkan ketentuan dictum Keenam Keppres 28 Tahun 1992 Kepala 

Badan Pertanahan Nasional menindak lanjuti dengan menerbitkan Keputusan 

Menteri Agraria/KA BPN No. 9-VIII-Tahun 1993 tentang Pengelolaan Dan 

Pengurusan Tanah Di Daerah Industri Pulau Rempang, Pulau Galang Dan 

Puh!u-Puiau Lain Di Sekitamya wilayah kerja Otorita Batam. 
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4.1.7 Perkembangan Batam di Awal Reformasi 

4.1.7.1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 

Di dalam UU 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah disebutkan 

dalam Pasal 119: 

a. Kewenangan Daerah Kabupaten dan Daerah Kota, sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 11 (Kewenangan Daerah Kabu}:>aten dan Daerah 

Kota mencakup semua kewenangan pemerintaha~. selain. kewenangan 

yang dikecualikan dalani Pasal 7 dan yang diatur · dalam Pasal 9), 

berlaku juga di kawasan otorita yang terletak,. di dalam Daerah 

Otm1om, yang meliputi "badan otorita, kawasa:n pehibuhan, kawasan 

bandar udara, kawasan perumahan, kawasan industri, kawasan 

pe~kebunan, kawasan pertambangan, kawasan kehutarian, kawasan 

pariy,risata, kawasan jalan bebas hambatan, dan kawas~ lain yang 

sejenis". 

b. Penganiran lebih lanjut, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah . 

.Jika merujuk ketentuan ini semua kewenangan · Otorita Batam 

hapus dan Otorita Batam akan berada dibawah administrasi 

Penierintah. Daerah Kabupaten Kepulauan Riau, karena Kotamadya 

AdministratifBatam Bukan Pemerintah Daerah Otonom . 

.4.1.7.2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 Pembentukan Kota Batam 

Tetapi kelihatannya, Pemerintah berobah pikiran atitu ada kekeliruan 

mengenai keberadaan Otorita Batam sebagai proyek Nasional, sehingga 
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keberadaan O~orita Bafam· .dalam Pasal 119 UU 22/1999 ditinjau kembali 

sebagaimana yangtercantum dalam Pasal21 UU 53/1999 yang menyebutkan: . 

(1) 

(2) 

Dengan terbenmknya Kota Batam sebagai Daerah Otonom, Pemerin~h 

Kota Batam dalain penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di 

daerahnya mengikut sei1akan Badan Otorita Batam. 

Status dan kedudukan _Badan Otorita Batam yang mendukung kemajuan 

Pembangumin Nasional dan Daerah sehubungan dengan Undang-Dndang . 

Nomor 22 Tahmi 1999 tentang Pemerintahan Daerah perlu disempurnakan. 

(3) Hubungan keija antar~ Pemerintah Kota Batam dan Badan Otorita Batam 

diatur lebih Ianjut dengan Peraturan Pemerintah. 

(4) Peraturan Pell).erintah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), hams 

diterbitkan selambat-iambatnya dua · belas bulan sejak tanggal 
.. · 

diresmikannya Kota Batam. 

4.1.8. Perkembangan Batam Sebagai Free Trade Zone 

• Tujuan pengembangan Batam menjadi Kawasan Perdagangan Be bas .. dan 

Pelabuhan Bebas Batam. adalah pengembangan lebih Ian jut dari Kawasan 

Batam dengan merriberi insentif fiskal bagi investasi melalui pembebasan bea 

·masuk bagi bahan dan modal yang bertujuan untuk produksi sehingga akan 

meningkatkan ketersediaan Lapangan keija, pemasukan devisa dan 

meningkatkan produk domestic regional bruto. 

• Kebijakan Pemerintah tei:sebut mengingat karena Batam telah mempunyai 

banyak pengalaman sebagai Kawasan kegiatan industri dan manufaktur yang 

berdaya saing selama tahun 1971 -2005 melalui pengelolaan oleh OPD:W 
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Batam. Untuk itu sesuai UU 36 Tahun 2000 jo UU 44 Tahun 2007 Pasal 4 

yang berbunyi: Kawasan Perdagangan Be bas dan Pelabuhan Be bas merupa~an 

wilayah Hukum Negara Kesatuan Reptiblik Indonesia yang pembentukannya 

dengan J>eraturan Pemerintah, maim diterbitkan PP No. 46 Tahun 2007 jo PP 5 

Tahun 2011 tentang Kawasan Perdagangan Be bas dan Pelabuhan Be bas 

Batam. Dalam Pasal 2A disebutkan "Pengelolaan, pengembangan dan 

pembangunan Kawasan Bebas dan Pebi.buh~n bebas Batam dilaksanakan oleh 

Kepala Badan Pengusahaan Kawasan · Perdagangan Be bas dan Pelabuhan 

Bebas Batam". 

• · Dengan PP tersebut maka OPDIP Batam ditransformasi menjadi Badan 

Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam 

dimana personil, asset, keuangan serta Hak Pengelolaan (HPL) OPDIP Batam 

beralih kepada BP Batam 

4.2. Kewenangan Pengelolaan Batmm 

4.2.1. Kewenangan di Bidang Tata Ruang 

Pasal 14 UUP A mengatakan "Pemednt~h · dalam rangka sosialisme 

Indonesia, membuat suatu rencana umum mengenai persediaan, peruntukan dan 

penggunaan bumi, air dan ruang aligkasa kekayaan alam yang terkandung 

didalamnya ( ayat 1 )" , dan berdasarkan,.rencana urn urn terse but pada ayat (1) pasal 
.•. : '. ~ .., ..... . . . 

ini, Pemerintah Daerah mengatur persediaan, peruntukan dan penggunaan bumi, 

air serta ruang angkasa untuk daerahnya, sesuai dengan keadaan daerah masing-

masing (Ayat 1), yang dinamakan RTRW saat ini. 
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4.2.1.1. Undang-Undang TaJa Ruang yang Pertama (UU 24 TAHUN 1992) 

• Pasal 1 butir 11 menyebutkan, "yang dimak~ud dengan kawasan tertentu 

. adalah kawasan yang ditetapkan secara nasional mempunyai nilai strategis 

yang penataan ruangnya dipfioritaskan" 

• Didalam Undang-undang yang terbit kemudian, kawasan tertentu ini 

didefinisikan sebagai Kawasan Strategis Nasional (Pasal 1 butir 28 UU 

26/2007 Penataan Ruang) ,Kawasan Khusus.(iasal1 butir 17 UU 32/2004 

· jo Pasal1 butir 42 UU 23/2014 Pemda. 

4.2.1.2 Tata Ruang Daerah Industri Pulau Batam Yang Pertama 

Dalam Pasal 5 ayat (1) Keppres 7411971 sudah di amanahkan pembangunan 

Daerah Indsutri Pulau Batam didasarkan satu Rencana lnduk yang disetujui oleh 

Presiden. 

a. Konsorsium Pertamina-Nisso Iwai-Pacific Bechtel Corporation berdasarkan 

ketentuan ini, Konsorsium konsultan Pertamina, Nisso Iwai dan Pacific 

Bechtel telah ditugasi dan Tahun 1972 telah menyelesaikan Rencana Induk 

dimaksud yaitu Master Plan Batam. Industrial Development. 

Gambar4.4 
\J1uuru.1~u.uru1 Pulau Batam Tahun 1972 

Sumber: BP Batam, 20i8 
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b. Dalam Development Strategy,Executive Summary Master· Plan Batam 
. . 

Industrial Development ini merupaka~ Master Plan pertama Batam Authority 

tercantum visi atau ·tujuannya yang mengatak:an: 

"The Govenment of Indonesia wishes to develop Batam Island industrially 
as a part of abroad program to improve the Indonesian Economy, . increase 

foreign exchange earnings, create more employment, and effect a shift in 
population from more crowded areas to those less populated". 

c. Sejalan dengan pertl.Imbuhan pembangunan, serta dan peruhahan strategi 

pembangi.Ulannya setelah Ketua Otorita Batam, Master Plan Tahun 1972 perlu 

disesuaikan, sehingga Tahun 1979 Drijen Cipta Karya Dep PU. menyusun 

Master Plan (Rencana Tata Guna Tanah Otorita Batam) yang baru, direvisi 

lagi oleh Lem:tek UI Tahun 1981,1985, 1991 seterusnya dimasukkan dalam 

RTRW Kota Batam 2004-2014, Ranperda RTRW Kota Batam 2008-2028 dan 

terakhir Petpres 87/2011 ttg RTR Kawasan Strategis Nasional Batam. 

Gambar4.5 
Peta Tata Guna Tanah-Pulau Batam Tahun 1985-2005 . 

Sum her : BP Batam, 2018 
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Dengan demikian semenjak Tahun, 1972 Daerah Industri Otorita Batam 

melaksanakan program Pembangunan berdasarkan Rencana Induk, Master ·Plan 

dan RTRW yang semuanya harus. disetujui Presiden (Pemerintah) .karena 

statusnya dari semula merupakan Proyek Nasional bagian Pembangunan Nasion~l 
. I 

i 

dan terakhir dengan PP 26 Tahun 2008 tentang Tata Ruang Nasional ditetapkan 

sebagai Kawasan Strategis Nasional (Pasal) dan Rencana Tata Ruangnya 

ditetapkan dengan Keputusan Presiden. 

4.2.1.3. Rencana Tata Ruarig Kawasan Strategis Perdagangan Bebas Dan 

Pelabuhan Bebas Batam 

• Berdasarkan Lampiran X angka 12 PP 26/2008) Tentang Rencana Tata Ruang 

Nasional, Batam telah, ditetapkan sebagai Kawasan Strategis Nasional, 

dengan demikian KPBPB Batam menjadi Kawasan Strategis Nasional (KSN) 
, I 

1 PBPB Batam. 
I I 

• Pasal 123 PP 28/2008 menyebutkan Rencana Tata Ruang, Pulau-pulau kecil 

dan Kawasan Strategi~ Nasional ditetapkan dengan Peraturan Presiden. 

• Berdasarkan ketentuan· tersebut pada Pasal 123 PP 26/2008 tersebut , 
. ' 

: i Rencana Tata Ruang KSN-PBPB Batam ditetapkan dengan Perpres 87Tahun 
I 

I 

·I 

I 
I I 

2011, yang pembuatannya melalui pembahasan dengan Pemerintah Pusat, 

Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Kota Batam dan stake holder di 

KPBPB Batam. 
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. Gambar4.6 
Peta Rencana Tata Ruang Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan 

Be bas Batam Tahun 20 i 1 - 2031 

Sumber Peta: Peraturan Presiden Noinor 87 tahun 2011 

Kesimpulan: 

Semelliak awal pembangunan Batam didasarkan atas Master Plan!Rencana 

Induk/Rencana Tata Guna Tanah/Rencana Tata Ruang mulai Master Plan 1972 

yang semuanya dibuat ~tas persetujuan atau ditetapkan oleh Presiden sehingga 

merupakan salah satu ciri dari Kawasan Khusus atau Kawasan Strategis Nasional 

yang menunjukkan Pembangunan Batam merupakan peroyek khusus Nasional. 
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4.2.2. Kewenangan ~i Bidang Pertanahan 

a. Pasal33 ayat (3) UUD Tahun 1945 mengatakan, bmni dan air dan kekayaan 

alam yang terkandung. di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan 

untuk sebesar-besar kemakmunin rakyat, kemudian dijabarkan dalam Pasal 2 

Ayat (1) UUPAyang menyebutkan: 

b. "Atas dasar ketentuan dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-undang Dasar dan hal-

hal s~bagai yang dimaksud dalam pasal 1, bumi, air dan ruang angkasa, 

termasuk kekayaan alam yang . terkandurig didalamnya itu pada tingkatan 

tertinggi dikuasai .oleh Negara, sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat." 

c. Penjelasan Umum UUPA, bagian II Dasar-dasar dari hukum agraria nasional 

di angka (2), disebutkan bahwa pengertian·"dikuasai" dalam Pasal 2 ayat (1) 

UUP A bukanlah berarti "dimiliki" akan tetapi pengertian, yang memberi 

wewenang kepada negara, sebagai organisasi kekuasaan dari Bangsa 

Indonesia itu, untuk pada tingkat tertinggi: 

1. mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggrinaan, persediaan 

dan pemeliharaannya. · 

2. menentukan dan mengatur hak-hak yang dapat dipunyai atas (bagian 

dari) bumi, air dan ruang angkasa itu. 

3. menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-

orang dan perbuatan-perbuatan. hukum yang mengenai bumi, air dan 

ruang angkasa. Segala sesuatunya dengan tujuan: untuk mencapai 

sebesar-besar kemakmuran iakyat dalam rangka masyarakat yang adil 

dan makmur (Pasal2 ayat (2) dan (3)) 
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d. Kekuasaan Negara mengenai tanah yang sudah diptmyai orang dengan 

sesuatu hak dan kekuasaan Negara atas tanah yang tidak dipunyai dengan 

sesuatu hak oleh seseorang atau pihak lainnya. adalah lebih luas dan penuh 

yang disebut tanah Negara. Berdasarkan uraian diatas, Negara bukanlah 

pemilik atas tanah dimaksud. 

e. Hak menguasai dari Negara tersebut diatas pelaksanaannya dapat dikuasakan 

yang disebut dengan Hak Pengelolaan kepada Pemerintah Daerah dan Badan 

Otorita/Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas. 

£ Pemberian sebagaian kewenangan hak menguasai Negara. ini diatur dalam 

peraturan perundang-undangan mulai Peraturan Menteri Agraria Nomor 9 

tahun 1965 Tentang Pelaksanaan Konversi Hak Penguasaan Atas Tanah 

Negara dan Ketentuan-ketentuan Tentang Kebijaksanaan selanjutnya antar 

lain mengatakan, menyebutkannya dalam Pasal 2 sebagai "Hak Pengelolaan" 

disingkat HPL. 

g. Hak Pc;:ngelolaan (HPL) didefinisikan sebagai "Hak menguasai Negar~ yang 

kewenangan pelaksanaannya · diberikan kepada pemegang haknya" (PMA 

9/1965 jo dst). 

h. Menurut Pasal 67 PMNA/KA BPN Nomor 9 Tahun 1999 yang dapat 

diberikan Hak Pengelolaan adalah: a. Instansi Pemerintah terma'>uk 

Pemerintah Daerah; b. Badan Usaha Milik Negara; c. Badan Usaha Milik 

Daerah; d. PT. Persero; e. Badan Otorita; £ Badan-badan hukum Pemerintah 

lainnya yarig ditunjuk pemerintah. 

I. 
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4.2.2.1 Hak Pengelolaan Atas Tanah Di Pulau Batam 

Berdasarkan Pasal 6 ayat 2 huruf b Keppres 41/1973, seluf11h tanah yang 

terletak di Pula~ Batam diserahkan dengan Hak Pengelolaan kepada Ketua Otorita 

Batam yang memberikan kewenangan untuk: 

1) merencanakari peruntukan dan penggunaan tanah. 

2) menggunakan tanah untuk kepentingan pelaksanaan tugasnya. 

3) Memberikan bagian-bagian tanah kepada perihal ketiga deiigan Hak Guna 

Bangunan (HGB) dan Hak Pakai (HP) sesuai ketentuan :pasal 41 sampai 

dengari Pasal43 UUPA No.5 Tahun 1960. 

4) Memungut uang pemasukan/ganti rugi dan uang wajib tahunan. 

4.2.2.2 Kewenangan Pertanahan Meimrut Keppres 34/2003 Da~ UU 23/2014 

1) Menurut Pasa.l2 ayat (1) dan (2) sebagian kewenangan Pemerintah di bidang 

pertanahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota meliputi: 

a. pemberiart.ijin lokasi; 

b. penyelenggaraan pengadaan tanah untuk kepentingan pembangunan; 

c. penyelesaian sengketa tanah garapan; 

d. penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk 

pembangunan; 

e. penetapan subyek dan obyek redistribusi tanah, serta ganti kerugian tanah 

kelebihan maksiinum dan tanah absentee; 

f. penetapan dan penyelesaian masalah tanah ulayat; 

g. pemanfaatan dan penyelesaian masalah tanah kosong; 
. . 
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h. pemberian ijin membuka tanah; 

i. perencanaan pe~ggunaan tanah wilayah Kabupaten/Kota. 

Ijin lokasi tidak diperlukan di Wilayah Kerja Otorita Batam, karena Keppres 

41 Tahun 1973 lokasi bukan hanya izin, tetapijustru perintah bahkan sudah diberi: 

HPL. 

2) KewenanganPemda Urusan Pertanahan Menurut UU 23/2014: 

(Pasal 9, 11, 12, 15 dan Lampiran I Tabel 1). 

Pada dasarnya kewenangan pertanahrui yang· dilaksanakan oleh Pemerintah · 

Daerah sudah diatur dalam Pasal 2 ayat (2) Keppres 34 Tahun 2013 Tentang 

Kebijakan Nasional di Bidang Pertanahan . 

Kemudian dalam UU 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, 

pertanahan yang menjadi urusan Daerah diatur dengan pola pembagian 

kewenangan konkuren sebagaimana dimakud dalam Pasal 9 ayat (1) jo pasal 11 

ayat (2), jo Pasal 12 ayat (2) .huruf d, lampiran I tabel J Nom or 1 sampai dengan 9 

kolom 5 UU 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. 

Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten atau Kota dalam Tabel J 

Lampiran I UU 23/2014 itu persis sama dengan kewenangan yang disebutkan 

dalam Pasal 2 Keppres 34 tahun 2003 Tentang Kebijakan Nasional· di Bidang 

Pertanahah Nasional yang mengatakan: 

(1) Sebagian kewenangan Pemerintah di bidang pertanahan dilaksanakan oleh 

Pemerintah Kabupaten/Kota. 
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(2) Kewenangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah sebagaimana 

dalam point 7 angka 1 ). 

Kesimpulan: 

1. Hak menguasai Negara atas tanah, bukan dalam pengertian memiliki hak 

atas tanah, tetapi adalah hak menguasai atas seluruh tanah!permukaan bumi 

sebagaimana dimaksud. dalam Pasal33 ayat (3) UUD 1945 jo Pasal2 ayat (1) 

UUPA No. 5 Tahun 1960 sehingga Negara/Pemerintah Pusat bukanlah 

pemilik: tanah NKRI. 

2. Hak Pengelolaan adalah hak menguasai Negara yang kewenangan 

pelasanaannya sebagian diberikan kepada pemegangnya. 

3. Pemerintah Daerah, Instansi Pemerintah Badan Usaha Milik Negara atau 

Daerah, Otorita dapat diberikan Hak Pengelolaan sesuai dengan persyaratan 

dan proses/prosedur sebagaimana ·dimaksud dalam Pasal 67 sampai dengan 

Pasal74 PMNAIKA BPN Nomor 9 Tahun 1999. 

4. Proses pemberian hak Hak Guna Bangunan (HGB) atas bagian tanah HPL 

sesuai ketentuan mengikuti ketentuan Pasal 22 sampai dengan Pasal 35 PP 40 

Tahun 1996 Tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai. 

5. Berdasarkan ketentuan yang diuraikan diatas tidak ada dualisme 

kewenangan urusan pertanahan di wilayah keija Otorita Batam/BP Batam, 

karena seluruh tanah yang terletak di Pulau Batam telah diserahkan dengan 

Hak Pengelolaan (HPL) kepada Kettia Otorita Batam dengan kewenangan 

antara Jain memberikan bagian-bagian tanah HPL yang diperoleh kepada 

pihak ketiga dengan Hak Guna Bangunan atau Hak Pakai. 
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Pasal-Pasal UU 23/2014 terkait Pertanahan: 

a. Pasa/9 ayat (1): 

(l)Urnsan Pemerintahan terdiri atas urnsan pemerintahan absolut, urusan 

pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum. 

b. Pasalll ayat (1) 

(1) Urusan pemerintahan konkuren sebagaimana dim~ksud dalam Pasal9 ayat (3) 

yang menjadikewenangan Daerah terdiri atas Urusan Pemerintahan W~ib dan 

Urusan Pemerintahan Pilihan: 

c. Pasal12 ayat (2) 

(2) Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan· dengan Pelayanan Dasar 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) meliputi 19 urusan a s/d r 

antara lain huruf d PERTANAHAN. 

d. Pasal 15 ayat (1 ). 

Pembagian urusan pemerintahan konkuren antara pemerintah pusat dan 

daerah provinsi serta daerah kabupaten/kota tercantum dalam lampiran yang 

merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari undang-undang ini. 

a. Lampiran I Tabel J Pembagian Urusan Pemerintah Urusan Pertanahan 

Tabel J ini berupa matriks, Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang 

Pertanahan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah 

Kabupaten!Kota Nomor 1 sampai dengan Nomor 9 kolom 5, persis sama deng?.n 

maksud Pasal 2 ayat (2) Keppres 34 Tahun 2003 Tentang kebijakan Nasional di 

Bidang Pertanahan, yang mengatakan: 
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Sebagian kewenangan Pemerintah di bidang pertanahan yang dilaksanakan 

oleh Pemerintah Kabupaten/Kota (Pasal 2 ayat (1) ) adalah: 

a) pemberian ijin lokasi; 

' 
b) penyelenggarrum pengadaan tanah untuk kepentingan pembangunan; 

c) penyelesaian sengketa tanah garapan; 

d) penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan; 

e) penetapan subyek dan obyek redistribu.si tanah, serta ganti kerugian tanah 

kelebihan maksimum dan tanah absentee; 

f) penetapan dan penyelesaian masalah tanah ulayat; 

g) pemanfaatan dan penyelesaian masalah tanah kosong; 

h) pemberian ijin membuka tanah; 

i) perencanaan penggunaan tanah wilayah Kabupaten/Kota. 

4.2.3. Kewenangan di Bidang Perizinan 

4.2.3.1. Perizinan Pertanahan 

Perizinan yang terkait dengan Pertanahan melekat di dalam perriberian HPL 

kepada Otorita Batam!BP Batam sebagaimana tercantum di dalam Pasal 6 ayat (2) 

huruf d Keppres 41 Tahun 1973. 

4.2.3.2. Perizinan BP Batam/Otorita · Batam Selaku Pengelola Kawasan 

Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam 

Untuk menjalankan tugas pokok dan fungsi BP Batam, maka Pemerintah Pusat 

melimpahkan kepada BP Batam izin-izin usaha dan izin usaha lainnya yang 

diperJukan bagi para pengusaha yang mendirikan dan menjalankan usaha di 
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Kawasan . Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas melalui pelimpahan 

wewenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, 

sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 10 UU 36 Tahun 2000 jo UU 44 Tahun 

2007. Selanjutnya Pemerintah juga telah menerbitkan Perpres 97 Tahun 2014 

dimana dalam Pasal 13 disebutkan Perizinan dan Non perizinan yang menjadi 

urusan Pemerintah, pemerintah . provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota . di 

Kawasan Perdagangan Bebas danPelabuhan Bebas atau di Kawasan Ekonomi 

Khusus diselenggarakan oleh Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas 

dan Pela:buhan Be bas atau Administrator Kawasan Ekonomi Khusus. sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Dengan demikian berdasarkan ketentuan peraturan tersebut diatas, tidak ada 

dualisme dalam pelayanan perizinan/pelayanan publik. 

4.3 Pembahasan Hasil Penelitian 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 

tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas sebagaimana telah 

ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2000 menetapkan sejumlah 

kriteria bagi suatu kawasan untuk dapat diusulkan menjadi Kawasan Perdagangan 

Bebas dan Pelabuhan Behas, diantaranya kriteria yang terkait dengan letak 

kawasan tersebut. 

Letak Batam di sisi jalur perdagangan intemasional paling ramai di .dunia dan 

perannya yang demikian penting sebagai salah satu gerbang dan ujung tombak 

ekonomi Indonesia merupakan pertimbangan utama bagi penetapan Kawasan 

Batam menjadi Kawasan Perdagangan Be bas dan Pelabuhan Be bas. 
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Letak geografis. Batam yang unik dan khusus menjadikan posisinya begitu 

sentral, karena dapat dijadikan sebagai pintu gerbang bagi arus masuk investasi, 

barang, dan jasa dari luar negeri yang berguna bagi peningkatan kesejahteraan 

rakyat Indonesia. Selain dapat difungsikan sebagai sentral pengembangan industri 

sarat teknologi yang dapat memberikan manfaat di masa depan dan 

pengembangan industri-industri dengan nilai tambah yang tinggi, kawasan Batam 

dapat pula berfungsi sebagai tempat pengumpulan dan penyaluran basil pro'duksi 

dari dan ke selurub wilayah Indonesia serta negara-negara lain. Mengingat 

letaknya tepat pada jalur kapal laut internasional maka kawasan Batam dapat 

menjadi pusat pelayanan lalu lintas kapal internasional. Selain itu dengan posisi 

Batam didukung oleh kondisi Sumatera yang telah jaub berkembang, 

memudahkan penyediaan tenaga keija dan sarana pengembangan kemampuan 

tenaga keij a. 

Di samping itu, pada kawasan Batam juga tersedia laban, infrastruktur dan 

industri pendukung yang memadai. 

Namun, pertimbangan yang sangat penting adalah adanya komitmen 

Pemerintab Daerah yang bersangkutan untuk mendukung pengelolaan Kawasan 

Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas. Untuk itu, perlu diterbitkan Peraturan 

Pemerintah tentang penetapan Batam sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan 

Pelabuhan Bebas dengan batas-batas yang jelas dan mudab dikontrol 

keamanannya dan tidak mengganggu keberlanjutan lingkungan hidup, sesuai 

Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional. 

Selanjutnya peneliti akan memaparkan pembahasan basil penelitian yang telab 

dilakukan oleb peneliti dari basil wawancara, serta studi kepustakaan mengenai 
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Implementasi Peraturan Pemerintah nomor 46 tahun 2007 tentang Kawasan 

Perdagangan Bebas Pelabuhan Bebas Batam, .dengan beberapa indikator yang 

diambil menurut teori Implementasi Model Merilee S Grindle. lndikatomya 

adalah sebagai berikut; 

4.3.1. lndikator lsi Kebijakan 

Peraturan · Pemerintah nom or 46 tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan 
. . . 

Bebas Pelabuhan Bebas Batam adalah su.atu kebijakan yang dibuat oleh 

pemerintah untuk menjadikan Batam sebagai salah satu gerbang ·dan ujung 

. tombak ekonomi Indonesia, pintu gerbang bagi arus masuk investasi, barang, dan 

jasa dari luar negeri yang berguna bagi peningkatan kesejahteraan rakyat 

Indonesia. 

Batam difungsikan sebagai sentni.l pengembangan industri sarat teknologi 

yang dapat memberikan manfaat di masa depan dan pengembangan industri-

industri dengan nilai tambah yang tinggi, kawasan Batam dapat pula berfungsi 

sebagai tempat pengumpulan dan penyaluran basil produksi dari dan ke seluruh 

wilayah Indonesia serta negara-negara lain. Mengingat letaknya tepat pada jalur 

kapal taut intemasional maka kawasan Batam dapat menjadi pusat pelayanan lalu 

lintas kapal intemasional. 

Adapun konteks dari isi kebijakan menurut Teori lmplementasi Grindle adalah 

sebagai berikut: 

1. Kepentingan yang terpengaruhi oleh Kebijakan 

Suatu kebijakan termasuk diantaranya adalah sebuah peraturan yang dibuat 

oleh pemerintah untuk menyelesaikan segala permasalahan- permasalahan di 

tengah masyarakat dengan melibatkan kepentingan- kepentingan dari pihak 

76 

43496.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



I! 

i 
I I 

I 

~ I 

i 
'i 

I 
I I 

i 
i 

'! 

. i 
I 

I i 

'' , I 

I 
'' 

tertentu ataupun pihak: terkait pada tahap implementasinya. Kepentingan-

kepentingan y~mg terpengaruhi oleh kebijakan tentu saja adalah sasaran dari 

kebijak:an tersebut, seperti masyarakat. Berikut ini merupak:an penjelasan 

mengenai indikator kepentingan yang niempengaruhi· dalam implementasinya . 

. Dalam sebuah kebijak:an ataupun penetapan Batam sebagai Kawasan 

Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas ini sasaran utamanya adalah 

kesej ahteraa? rakyat Indonesia. 

Untuk lebih jelasnya peneliti menanyak:an kepada Pak DG sebagai Eselon II 

Badan Pengusahaan Batam mengenai kepentingan yang terpengaruhi oleh 

Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas 

dan Pelabuhan Bebas Batam, berikut pemaparannya : 

"Badan Pengusahaan Batam pastinya, untuk kelangsungan 
organisasi. Pengusaha karena akan terhindar dari birokfasi 
yang rumit dan masyarakat karena menikmati fasilitas bebas 
Pajak. Untuk yang kontra, Pemerintah Kota karena selalu 
menjadi bayang-bayang pengelola FTZ dan bea cukai karena 
membuat kewenangannya tetap kecil" 

Pak FF selaku eselon III di Badan Pengusahaan Batam mengemukakan hal 

yang serupa seperti yang dipaparkan oleh Pak DG, adalah sebagai berikut : 

"kepentingan-kepentingan yang terpengaruhi oleh 
kebijakan Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2007 tentang 
Kawasan Perdagangan Be bas dan Pelabuhan ·Be bas Bat am 
adalah Pemerintah Kota, · karena selalu jadi bayang-bayang 

· pengelola FTZ, Bea Cukai karena membuat kewenangannya 
tetap kecil dan Kementrian Keuangan karena ditarget 
penerimaan pajak" 

Ibu FF sebagai pejabat eselon III Badan Pengusahaan Batam mengemukanan 

hal yang serupa seperti yang dipaparkan sebelumnya oleh kedua pejabai diatas, 

pemaparannya sebagai berikut : 
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"Untuk kepentingan yang terpengaruhi oleh Peraturqn 
Pemerintah Nomor 46 tahun 2007 tentang Kawasan -
Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam ini adalah 
bea cukai yang kontra kar(ma dengan F'FZ tidak bisa 
memperbesar _ kewenangan, Pemerintah Kota yang · kontra 
karena ingin menguasasi wilayah dan meng-Uasai lahan serta 
pengusaha yang mendukung karena a/iran barang di FTZ lebih 
lancar, serta masyarakat yang mendukung karena dengan FTZ 
harga barang bebas pajak. " 

Pak W A sebagai pejabat eselon III Badan Pengusahaan Batam mengemukanan 

hal yang serupa seperti yang dipaparkan sebelumnya oleh kedua pejabat diatas, 

pemaparannya sebagai berikut : 

"Untuk kepentingan yang terpengaruhi oleh Peraturan 
Pemerintah Nomor 46 tahun 2007 tentang Kawasan 
Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam ini adalah 
kepentingan politik yang menggulirkan disinformasi yang 
kurang lengkap dan jadi gimmick, misalnya kalo FTz dihapus 
maka tanahnya bisa menjadi Sertifikat Hak Milik, kalo FTZ 
dihapus dapat memperbesar kekuasaan dan wilayah penganth. 
Kepentingan politik tidak baik untuk Bat am karena siklus politik 
5 tahunan dapat menciptakan ketidakpastian. " 

Pak Y A sebagai pejabat esdon I Badan Pengusahaan Batam menge@mkanan 

hal sebagai berikut : 

"Kepentingan yang terpengaruhi oleh Peraturan 
Pemerintah Nomor 46 tahun 2007 tentang Kawasan 
Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam ini, Kontra 
dengan FTZ adalah Pemerintah Kota. Yang mengembangkan 
informasi -bahwa FTZ harus dihapus karena menyebabkan 
dualisme~ Hal ini sempat mempengaruhi kalangan Pengusaha, -
tahun 2016 menyampaikan ke Presiden bahwa ada dualisme 
dan tumpang-tindih gara-gara diberlakukannya FTZ di Batam. 
Padahal tidak ada dualisme dalam artian kewenangan dan 
tupoksi yang sama. " 

Pak TN sebagai Pejabat Eselon II Badan Pengusahaan Batam mengemukanan 

hal sebagai berikut : 

"Kepentingan yang terpengaruhi oleh Peraturan 
Pemerintah Nomor 46 tahun 2007 tentang Kawasan 
Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam tentunya 
Pemerintah Pusat. Kawasan Batam adalah kawasan strategis 
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nasional . yang ditetapkan, direncanakan, dikelola. dan 
dikendalikan oleh Pemerintah Pusat. Lokasinya yang di wilajah 
perbatasan rent an terhadap issue pertahanan dan keamanan" 

Berdasarkan paparan di atas maka kepentingan yang terpengarubi dari 

implementasi Peratllran Pemerintah Nomor 46 tabun 2007 tentang Kawasan 

Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam yaitu : 

1) Badan Pengusabaan Batam untuk kelangsungan organisasinya; 

2) Pemerintab Pusat berkepentingan mengamankan Batam sebagai Kawasan 

Strategis Nasional dan Kawasan Perbatasan; 

3) Pemerintab Kota berkepentingan untuk keluar dari bayang-bayang pengelola 

FTZ dan menguasai wilayab dan laban di Batam; 

4) Bea Cukai berkepentingan untuk memperbesar kewenangannya, dengan 

5) 

6) 

7) 

8) 

adanya FTZ kewenangan Bea Cukai di Batam tetap kecil; 

Pengusaha berkepentingan mendukung FTZ untuk menghindari birokrasi yang 

rumit dan aliran barang yang lebih lancar ; 

Masyarakat berkepentingan mendukung FTZ untuk tetap menikmati barga 

barang bebas pajak; 

Kementrian Keuangan berkepentingan memperbesar target penerimaan pajak, . 

yang maiia dengan adanya FTZ target penerimaan pajak dari Batam lebib kecil 

dibandingkan dengan tidak adanya FTZ di Batam. 

Kepentingan politik berkepentingan menggulirkan issue-issue populis untuk 

menarik dukm1gan suara masyarakat, misalnya issue babwa dengan adanya 

FTZ maka laban di Batam tidak dapat dijadikan Sertifikat Hak Milik. Padabal 

status lahan Batam Hak Pengelolaan tidak ada kaitannya dengan status batam 

sebagai FTZ. 
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2. Jenis Manfaat yang .Dihasilkan 

Suatu kebijakan yang dibuat oeleh pemeriritah baik itu program, peraturan, 

atau perundang-undangan sebagai landasan hukumnnya harus dapat memberikan 

basil yang bermanfaat · dan berdampak positif serta dapat merubah kearah yang 

lebih baik dari basil pengimplementasiannya. Setiap kebijakan tentunya adalah 

suatu upaya ataupun usaha dari pemerintah untuk menjadikan sesuatu menjadi 

lebih baik lagi dan dapat menyelesaikan peimasalahan di. tengah masyarakat serta 

bermanfaat. Tipe manfaat yang dalain suatu kebijakan seperti Peraturan 

Pemerintah Nomor 46 tahun 2007 ·tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan 

Pelabuhan Bebas Batam adalah untuk kesejahteraan Rakyat Indonesia. 

Untuk dapat mengetahui apakah manfaat yang dihasilkan oleh Peraturan 

Pemerintah Nomor 46 tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan 

Pelabuhan Bebas, maka peneliti mel~kUkan wawancara dengan para peiaksana 

yang menangani langsung dalam proses pengimplementasian Peraturan 

Pemerintah Nomor 46 tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan· Bebas dan 

Pelabuhan Bebas Batam. Adapun pemaparan menurut Profesoi" KP sebagai 

Akademisi mengenai tipe manfaat adalah sebagai berikut : 

"manfaat-manfaat yang dihasilkannya Kawasan 
Perdagangan Bebas dan Pelahuhan Be bas Batam adalah free 
flow of goods, people and money. " 

Selanjutnya pemaparan menurut Pak 1N sebagai Pejabat Eselon II Badan 

Pengusahaan Batam mengenai tipe manfaat adalah sebagai berikut : 

"ali ran barang a tau flow of goods dari dan ke kmvasan FTZ 
realtif lebih simple. Terdiri dari aliran barang dari dan ke 
pabean - daerah terpisah pabean (FTZ), aliran barang dari dan 
ke daerah terpisah paben (FTZ) - luar pabean dan aliran 
barang dari dan ke antar daerah terpisah pabean (FTZ). ". 
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Adapun pemaparan dari Bapak GI selaku akademisi adalah sebagai berikut : 

"Jujur F1Z inasih relevan namun memang harus diakui 
masih banyak kekurangan dan kelemahan sehingga p~rlu 
acijustment di sana sini untuk menyesuaikan dengan kondisi dan 
tantangan dunia terkini. " 

Adapuri pemaparan dari Bapak AB selaku UMKM dan industry kreatif di 

Batam adalah sebagai berikut: 

"Apabila F1Z dihapus akan berdampak pada kenaikan 
harga berbagai kebutuhan pokok. F1Z bagus untuk menopang 
pertumbuhan ekonomi di Batam, Justru harus diperkuat, 
bahkan jika perlu diterapkan status FTZ plus-plus. Dengan 
FTZ, UMKM dapat masuk Kawasan Industri. Jika FTZ dihapus, 
sewa kios di kawasan industri diperketat. Apabila tidak ada 
FTZ, UMKM dan industri kreatif akan dikenakan PPnBlvl . " 

Adapun pemaparan dari Bapak TK selaku usaha alat berat adalah sebagai 

berikut: 

"Yang Jelas kalo kita impor a/at berat untuk pemakaian di 
Batam baik baru maupun seken tidak baycirpajak. Terus custom 
clearance di pelabuhan Batam maksimal 3 hari, kalo daerah 
tanpa FTZ bisa 2 minggu dan under table nya mahal banget itu 
saya rasakan 3 tahun yg lalu pas ada project di Kota X Beli 
plat beberapa lembar dari singapura, custom clearance 2 
minggu, bayar tax dan under table I 0. 000 dollar. " 

"Tapi di kota X manpower murah, sebaliknya bahan baku 
impor mahal karena kena pajak. Di batam manpower agak . 
mahal tapi bahan baku impor murah karena tidak kena pajak, 
terutama untuk produk yg di ekspor, selain itu juga prediksi 
schedule lebih akurat karena tidak berlama-lama di pelabuhan 
clearance nya. " 

"Bagus mana bisnis alat berat di Batam yang berstatus F1Z 
dengan kota yang tidak berstatus F1Z? Kalo a/at berat kita 
tinggal menyesuaikan si, kalo Kota X bsa dibilang bagus karena 
populasi masyarak{lt nya kan sudah banyak. Kalo batam 
populasi nya. ngga banyak tapi value nya besar kqrena kota 
industri. " · · · · · · · 

"Bebas pajak itu yang penting sebenarnya, karena custom 
clearance jadi lama dim mahal. Karena schedule produksi bisa 
berantakan kalo proses pemasukan barang nya ngga pasti 
lamanya." 
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Adapun pemaparan dari Bapak VK selaku pengusaha logisti~ adalah sebagai 

berikut: 

"FTZ sangat bermanfaatan dalam lalu lintas Barang. 
Walaupun masih ada sedikit kendala adanya pengecekan fisik, 

jaufi lebih baik dibandingkan jika tidak ada FTZ Kalo FTZ 
dihapus dan dijadikan enclave ferpotong-potong kami .akan 
sangat repot karena pastinya pemeriksaan fisik akan bertambah 
panjang. Makin banyak pemeriksaan kurang bagus untuk bisnis 
logistik." 

Adapun pemaparan dari lbu FF sebagai pejabat Eselon III Badan Pengusahaan 

Batam adalah sebagai berikut : 

"Manfaat dari FTZ adalah mendatangkan Penanaman 
Modal Asing (P MA), meningkatkan eksport, meningkatkan 
tenaga kelja dan barang-barang konsumsi seharusriya lebih 
murah, zljung-ujungnya bisa menekan laju pertambahan upah 
pekelja. " · · 

Pak ES sebagai akademisi di Batam memaparkan pendapatnya sebagai 

berikut: 

"dengan FTZ diharapkan investasi berkembang. Selama 
investasi berkembang, akan diperlukan SDM yang qualified di 
berbagai bidang, maka manfaat FTZ bagia dunia pendidikan 
tinggi seperti politeknik menjadi signifikan. " 

"Logikanya, untuk Batam, status seperti FTZ mutlak 
diperlukan, mengingat letak geografisnya yg jauh dari Jawa 
yang sudah komplit fasilitasnya, bisa FTZ atau KEK, selama 
kondusif dari berbagai hal bagi investor" 

Pak W A sebagai salah satu eselon III di Badan Pengusahaan Batam 

memaparkan pendapatnya sebagai berikut : 

"Kalo dilaksanakan dengan benar, tidak setengah-setengah, 
FTZ sangat menguntungkan. Realisasinya pengurusan TKA 
masih di Jakarta. IMTA, VOA beberapa negara tertentu 
prosesnya masih. panjang. Mestinya lalu-lintas barang pure 
penge!ola kawasan FTZ, mestinya bea cukai bagian dari 
pengelola FTZ, agar flow of goods lancar. Karena dalam 
manufacturing, raw material sangat penting. }Jan, machine, 
method terintegrasi. " 
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Pak YP sebagai pengusaha distributor barang di Batam memaparkan 

pendapatnya sebagai berikut : 

"adanya FTZ Batam bermanfaat dalam bisnis distribusi 
barang dibandingkiln dengan dae~ah lain non FTZ. Pertama, 
harga lebih b~rsaing. Kedua omset pasti lebih baik dibanding 
daerah lain. dengan jumlah penduduk yg sama dengan Batam, " 

"Saat ini kiln biaya kirim dari Jakarta itu jauh lebih mahal 
ketimbang biaya kirim dari Malaysia or Singapur. Nah subsidi 
untuk biaya tersebut kami biasanya akiln ambil dari margin 
akibat fasilitas FTZ ini. Karena ongkos kirim itu dibebankiln ke 
kami dari produsenjakilrta. " 

"Di Batam ini · kan produk impor dari Singapur atau 
Malaysia ba.nyak nih. Sedangkan kami distributor yang ambil 
barangnya dari Jakarta dengan kategori yang sama dengan 
produk impor tadi killo fasilitas FTZ ini di hapus ya otomatis ga 
akan bisa bersaing harganya dengan yang produk impor. " 

Berdasarkan pendapat para informan penelitian di atas maka Manfaat dari 

Implementasi · Peraturan Pemerintah Nom or 46 tahun 2007 tentang Kawasan 

Perdagangan Be bas dan Pelabuhan Be bas Batam yaitu : 

1) Free flow of goods, people and money 

2) Aliran barang relatif lebih simple terdiri dari 3 jenis aliran barang 

3) Mendatangkan Penanaman Modal Asing 

4) Insentifbebas PPnBM untuk pengembangan UMKM dan Industry Kreatif 

5) Meningk:atkan Export 

6) Menekan harga bahan baku impor karena tidak kena pajak (tangible cost) 

7) Meningkatkan laparigan pekeijaan 

8) Menurunkan barang-barang konsumsi sehingga dapat menurunkan laju 

kenaikan upah pekeija. 

9) Memperlancar custo",n clearance di Pelabuhan (intangible cost) 

1 0) Mengurangi red tape 
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3. Derajat perubahan yang diinginkan 

Dalam suatil kebijakan tidak dapat dipisahk:ari dari adanya snafu target yang 

hendak atau ingin dicapai. Derajat perubahan yang ingin dicapai dari 

Implementasi Peraturan Pemerintah Nom or 46 . tahun 2007 tentang Kawasan 

Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam ini untuk para penyelenggara 

atau pelaksana program adalah untuk ~emberikan peningkatan investasi yang 

optimal. 

Setelah adanya kebijakan dapat berubah menjadi situasi yang lebih baik lagi 

sesuai dengan tujuan yang awal dibuatnya kebijakan tersebut. 

Adapun Tujuan Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2007 tentang Kawasan 

Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam yang dipaparkan oleh Pak W A 

selaku Pejabat Eselon Ill Badan Pengusahaan Batam adalah : 

"meningkatkan ekspor dan tenaga kerja. Lihat data ekspor 
dan tenaga kelja sebelum dan sesudah FTZ seperti apa? FTZ 
bebas ppn dan ppn BM, di Batam barang produksi tidak kena 
pajak, barang konsumsi saja yang kena. Lihat juga 
pertumbuhan ekonomi sebelum dan sesudah FTZ. Selain itu ada 
juga perubahan intangible yang tidak dapat diukur, misalnya 
menciptakan brand name Batam-Indonesia, punya handphone 
brand batam. Sehingga trusty bisnis meningkat" 

Pemyataan serupa pun dipaparkan oleh Ibu FF selaku Pejabat eselon Ill Badan 

Pengusahaan Batam, pemaparannya sebagai berikut : 

"Dengan adanya Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 
2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan 
Bebas Batam diharapkan dapat menjadi kontributor utama 
ekonomi nasional. Namun pelaksanaan FTZ di Batam tidak 
murni. Eisa dibilang era murni FTZ itu sebelum tahun 1999. 
Kemudian tahun 1999-2007 era FTZ di- bawah euforia otonomi 
daerah. Tahun 2007-2015FTZ di bawah Gubernur, dan tahun 
2015-2017 FTZ di bawah Menteri Koordinator Perekonomian. 
Sebelum tahun 1999 FTZ secara de jure. Pertumbuhan pernah 
mencapai angka 17% di era Bj. Habibie. " 
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Pak 1N sebagai salah satu Pejabat Eselon II di Badan Pengusahaan Batam 

memaparkan pendapatnya sebagai berikut : 

"Pembangunan Batam dari tahun 1970 an ditambah dengan 
Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2007 tentang Kawasan 
Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam tahun 2016 
teltih ada 2101 perusahaan terdiri dari 810 industri, 216 jasa 
dan 1075 UKM dan Perdagangan. Nilai ekspor mencapai 8,4 
lY!ilyard USD tahun 2016." 

Pemyataan serupa pun dipaparkan oleh Profesor SS selaku akademisi, 

pemaparannya sebagai berikut : 

"dulu batam diharapkan jadi driver ekonomi · nasional, 
namun sekarang Batam hanya driver pertumbuhan ekonomi 
lokal" 

Berdasarkan paparan informan penelitian maka derajat perubahan yang ingin 

dicapai dari implementa5i Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2007 tentang 

Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam yaitu : 

1) Meningkatkan ekspor, tenaga ketja, PMA, pertumbuhan ekonomi; 

2) Menciptakan branding name Batam -Indonesia; 

3) Menjadi kontributor utama pertumbuhan ekonomi nasional; 

4. Kedudukan Pembuat Kebijakan 

Letak pengambilan keputusan tentunya sangat erat kaitannya dengan para 

stakeholders dimana setiap keputusan yang diambil dalam menjalankan suatu 

kebijakan satu program harus sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang ada dan 

keputusan yang diambil tentu untuk kepentingan bersama. Pengambilan 

keputusan di dalam suatu kebijakan memegang peranan penting dalam 

menentukan keberhasilan suatu program dalam pengimplementasiannya, seperti 

yang kita tahu juga bahwa kebijakan menurut Thomas R.Dye dalam Buku Budi 

Winarno (2012:20) adalah apapun yang dipilih oleh pemerintah untuk melakukan 
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atau tidak melakukan (public policy is whatever governments choose to do or not 

to do). 

Dalam bagian ini peneliti akan menjelaskan Ietak peO:gambilan keputusan 

me.ngenai koordinasi dari instansi terkait serta menjelaskan Ietak pengambilan 

keputusan yang terkait dengan lmplementasi Peraturan Pemerintah Nomor 46 

tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam 

Pemaparan pertama adalah menurut Ibu Ferdiana sebagai pejabat eselon III 

Badan Pengusahaan Batam terkait dengan kedudukan penibuat kebijakan dalam 

implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2007 tentang Kawasan 

Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam : 

"Kedudukan pembuat kebijakan dalam Kawasan 
Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam berada di 
bawah otonomi daerah I gubernur .. Sehingga tidak terlepas dari 
warna kepentingan politik. Dan posisi walikota sangat 
menentukan keberhasilan kerjasama. Yang sangat penting 
adalah adanya komitmen Pemerintah Daerah yang 
bersangkutan untuk melaksanakan pengelolaan Kawasan 
Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas. Untuk itu, perlu 
diterbitkan Peraturan Pemerintah tentang penetapan Batam 

· sebagai Kcnvasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas 
dengan batas-batas yang jelas dan · mudah dikontrol 
keamanannya dan tidak mengganggu keberlanj11tan lingkungan 
hidup, sesuai Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional. 

Usulan FTZ awalnya di bawah pusat, tapi karena 
kepentingan gubernur saat itu, FTZ diletakan di bawah 
gubernur. " 

Selanjutnya pemaparan dari Pak W A mengenai letak kedudukan pembuat 

kebijakan dalam implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2007 

tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam : 

"Dengan ditetapkannya FTZ Batam melalui Undang
undang sudah merupakan dasar hukum yang tinggi. Namun 
mandek karena tidak holistik tentang batas-batas kewenangan, 
batas-batas pengaruh dan wilayahfisik." 
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Berdasarkan. paparan para informan penelitian, kedudukan pembuat kebijakan 

dalam implementasi Peraturan . Pemerintah Nomor 46 tahun 2007 tentang 

Kawasan Perdagimgan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam yaitu bahw"a meskipun 

dasar hukum Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam cukup 

tinggi berupa Undang-undang, namun Undang-Undang FTZ senditi mengatur 

kedudukan FTZ di bawah otonomi daerah/Gubemur. Sehingga tidak dapat lepas 

dari pengaruh kepentingan politik. Juga masih terdapat batas-batas kewenangan, 

pengaruh dan wilayah kerja yang abu-abu dan komitmen Pemerintah Daerah yang 

bersangkutan untuk melaksanakan pengelolaan Kawasan Perdagangan Bebas dan 

Pelabuhan Be bas Batam. 

5. Pelaksana Kebijakan 

Pelaksanaan kebijakan adalah suatu hal yang sangat penting dalam suatu 

kebijakan, karena pelaksana kebijakan adalah penggerak ataupun alat untuk 

mencapai suatu keberhasilan yang telah ditetapkan pada awal pembuat kebijakan. 

Dapat dikatakan para pelaksana ini adalah sebagai tolak ukur untuk melihat sejauh 

mana suatu kebijakan diimplement:asikannya. Untuk mengetahui pelaksanaari 

implementasi Peraturan. Pemerintah Nom or 46 tahun 2007 peneliti melakukan 

wawancara yang mendalam kepada para informan terkait. 

Berikut ini merupakan pemaparan yang dilakukan oleh Pak W A yang peneliti 

temui di kantor Badan Pengusahaan Batam. Berikut pemaparan beliau : 

"Pelaksana dari Kawasan Perdagangan Bebas dan 
Pelabuhan Bebas adalah BP Batam sebagai BLU " 

Pendapat selimjutnya yang dikemukan oleh Ibu FF sebagai Pejabat Eselon III 

Badan Pengusahaan batam adalah sebagai berikut: 
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''Pelaksana Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan 
Be bas Bat am adalah BP Batam, Be a Cukai, Imigrasi, BKP M, 
Kementerian Keuangan. " · 

Maim dapat disimpulkan bahwa implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 

46 tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam 

terstruktur dan terkoordinasi mulai dari tingkat Pusat hingga ke tingkat daerah 

yaitu Badan Pengusahaan Bat,am, Bea Cukai~ Imigrasi, BKPM, Kementrian . 

Keuangan. 

Pelaksana Kebijakan implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 

2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam 

terstruktur dan terkoordinasi mulai dari tingkat Pusat hingga ke tingkat daerah 

yaitu Badan Pengusahaan Batam, Bea Cukai, Imigrasi, BKPM, Kementrian 

Keuangan. 

6. Somber Daya Yang Digunakan 

Dalam pelaksanaan atau pengimplementasian suatu kebijakan perlu didukung 

dengan adanya . sum her daya yang dapat memberikan pengaruh positif dan 

berguna untuk mensukseskan dalam pelaksanaan suatu kebijakan tersebut. 

Sumber daya yang memadai tentUnya sangat membantu di dalam pelaksanaan 

suatu kebijakan tersebut agar dapat berjalan dengan baik, maksimal, efektif dan 

efisien. 

Pelaksanaan kebijakan akan berjalan dengan baik dan ·lancar apabila didalam 

pelaksanaannya dilak.Ukan oleh Sumber Daya Manusia (SDM) yang mencukupi 

dan tentunya berkualitas. Dalam pencapaian tersebut tentu membutuhkan SDM 

yang sesuai dengan kemampuan, yang· memiliki kecakapan dan kecukupan untuk 

menjalankan suatu kebijakan tersebut. 
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Pemaparan yang dilakukan oleh Ibu FF sebagai Pejabat Eselon Ill Badan 

Pengusahaan Batam adalah sebagai berikut: 

"lmplementasi Peraturan Pemerintah nomor 46 tahun 2007 
tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas 
Batam perlu didukung jleksibilitas masalah SDM Kalo butuh 
tenaga spesifik, agar diberikan. Karena perkembangan dunia 
bisnis sangat spesifik. Kebijakan SDM jangan sampai lambat 
merespon. Sekarang harus pinter dan punya modal. " 

Pendapat selanjutnya yang dikemukan oleh Ibu AH sebagai Pejabat Eselon III 

Badan Pengusahaan batam adalah sebagai berikut : 

"Jmplementasi Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2007 
perlu didukung oleh fleksibilitas finansial, Sumber daya yang 
digunakan untuk mengimplementasikan Peraturan Pemerintah 
Nomor 46 tahun 2007. Misalnya orang-orang shipyard batam 
ingin lebih dibiayai oleh negara. Contoh di Singapura. Negara 
berperan aktif dalam pendidikan vokasi sejak tahun 1960 an. 
Yang sangat penting adalah the man behind the gun nya." 

"Fleksibilitas SDM dan Finansial diharapkan dapat 
menggenerate pertumbuhan ekonomi. " 

Pemaparan yang dilakukan oleh Pak W A sebagai Pejabat Eselon III Badan 

Pengusahaan Batam adalah sebagai berikut: 

"Dalam Implementasi Kawasan Perdagangan Bebas dan 
Pelabuhan Be bas Batam, dukungan AP BN sangat kecil. 
Cerminan dari dukungan Kementerian Koordinator 
Perekonomian, DPR RI, Kementrian Keuangan. Tidak 
difikirkan bagainiana FTZ batam bisa bersaing. dengan FTZ 
lain." 

Sumber daya yang digunakan baik sumber daya manusia maupun pembiayaan . . 

dari implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2007 tentang Kawasan 

Perdagangan Bebas dan· Pelabuhan Be bas Batam terdiri dari Dewan Kawasan 

Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas dan Dewan Pengawas Badan 

Pengusahaan Batam. Koordinasi dilakukan melalui Tim Teknis Dewan Kawasan 

yang diketuai oleh Sekretaris Menteri Koordinator Perekonomian dan 
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beranggotakan departemen dan kementrian · terkait, perwakilan Provinsi 

Kepulauan Riau, DPRD Provinsi Kepulauan Riau dan Perwakilan Pemerintah 

KotaBatam. 

1) Diperlukan kebijakan SDM yang :flezible untuk mengikuti perkembangan 

dunia bisnis yang spesifik. 

2) Diperlukan dukungan :fleksibilitas finansial ·untuk pengembangan pendidikan 

vokasi. 

3) Diperlukan dukungan pembiayaan APBN yang lebih besar agar Batam dapat 

bersaing dengan kompetitor kawasan sejenis di lingkungan regional. 

4.3.2 lndikator Konteks Kebijakan 

Selain dari isi kebijakan, konteks kebijakan pun perlu diperhatikan dalam 

pengimplementasian suatu kebijakan agar dapat diketahui hal apa saja yang 

termasuk kedalam konteks · kebijakan dalam sebuah implementasi kebijakan. 

Berdasarkan teori implementasi model Merille S.Grindle, konteks kebijakan 

merupakan hal yang menentukan bagi keberhasilan suatu implementasi kebijakan 

termasuk juga Implementasi Peraturan Pemerintah Nom or 46 tahun 2007 tentang 

Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelab~han Bebas Batam. Berikut ini merupakan 

penjelasan mengenai konteks kebijakan tersebut. 

1. Kekuasaan, kepentingan, dan Strategi Aktor yang Terlibat 

Pelaksanaan dari suatu kebijakan tidak akan lepas terpengaruhi dari 

kekuasaan, kepentingan dan juga strategi yang dilakukan oleh para aktor, baik 

oleh pembuat kebijakan, pelaksana bahkan juga aktor lain di luar itu baik yang 

disengaja ataupun tidak disengaja, dan baik secara langsung ataupun tidak 

langsung. Di dalam Implementasi Peraturan Pemerintah Namor 46 tahun 2007 
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tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, di dalamnya 

masih terdapat perbedaan kepentingan-kepentingan dari aktor yang terlibat, baik 

secara langsung.ataupuri tidak langsung. 

Berikut ini adalah pemaparan dari Pak W A sebagai pejabat Eselon Til Badan 

Pengusahaan Batam adalah sebagai berikut: 

"Kepentingan politis berusaha mendorong info yang kurang 
lengkap s'ehingga merljadi gimmick Misalnya dengan adanya 
FIZ maka masyarakat tidak dapat meng-SHM kan tanahnya .. 
Kepentingan otonomi daerah berusaha untuk memperbesar 
wilayah dan pengaruhnya. Jika kepentingan profosion(J/ 
dikalahkan oleh kepentingan politis yang lifecycle nya 5 
tahunan, akan menciptakan ketidakpastian. " 

"Batam di desain agar se-pulau HGB tidak ada SHM Kalo 
diberi SHM lihat saja di daerah lain, siapa yang menguasai. 
Apalagi sekarang Asing bisa punya rumah?. Kalo tidak FTZ, 

. invader lebih kuat. Lihat perluasan Jakarta Utara. Gini rasio 
aniar peinilik tanah dan masyarakat umum sudah 1 : 84. Di 
Batam juga sudah terjadi. Rasio kepemilikan tanah tidak 
seimbang. 

Pemyataan serupa pun dipaparkan oleh Profesor SS selaku akademisi, 

pemaparannya sebagai berikut : 

"Seperti berumahtangga, tugas suami dan istri berbeda. 
Pemerintah Pusat menginginkan Batam menjadi KEK, 
pengusaha menginginkan Batam tetap FTZ, Menteri 
Perindustrian menginginkan Batam tetap FTZ. Kalo tugas 
antara Badan Pengusahaan dan Pemerintah Daerah tumpang 
tindih bisa jadi masalah. Bat am tidak ada yang tumpang tindih 
atau dualisme. Yang ada hanya disharmoni saja." 

Berikut ini adalah menurut Profesor KP sebagai akademisi : 

"Presiden concern sektor wisata~ Untuk dapat devisa, dapat 
dollar. Bagaimana agar PDRB naik Bagaimana agar Batam 
bisa buat dollar sebanyak-banyaknya. " 

Pemyataan serupa pun dipaparkan oleh Y A selaku Pejabat Badan 

Pengusahaan Batam, pemaparannya sebagai berikut : 
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"ada partai po/itik yang strong suporter untuk menghapus 
FTZ. Sebaiknya FIZ tetap dikelola pusat, artinya pusat masih 
punya koJ?trol atas wilayah perbatasan. Presiden tidak akan 
masuk ke hal yang terlalu teknis. Intinya tidak ingin baiam · 
ribut-ribut terus. Kok masalah yang sama datang lagi ke 
Presiden. Batain adalah wilayah perbatasan, jika tidak dikelola 
pus at, apa tidak ta~ut merdeka? " 

Berikut ini adalah pemaparan dari lbu FF sebagai pejabat Eselon III Badan 

Pengusahaan Batam adalah sebagai berikut: 

"Dalam Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 46 
tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan 
Pelabuhan Bebas Batam, bea cukai · ingin memperbesar 
kewenangannya dan itu dapat dilakukan apabila FIZ 
ditiadakan, kemudian Pemerintah Kota ingin menguasai lahan, 
dan berasumsi itu dapat dikuasasi jika FIZ ditiadakan, 
kenyataannya penguasaan lahan oleh BP Batam adalah HPL, 
tidak terkait dengan status FTZ. Sebelum FTZ pun status lahan 
Bat am adalah tanah negara I HP L. Dari sisi pengusaha, FTZ 
dirasa lebih baik untuk kelancaran arus lalu lintas barang dan 
jugafasilitas bebas pajak." 

Kekuasaan, Kepentingan dan Strategi Aktor yang terlibat dalam implementasi 

Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas 

dan Pelabuhan Bebas Batam yaitu sebagai berikut : 

1) Kepentingan politis untuk menghapus status tanah di Batam dari tanah negara 

menjadi tanah yang dapat dikuasasi masyarakat berupa sertifikat hak milik. 

2) Pengusaha mengharapkan status FTZ dipertahankan bahkan diperkuat menjadi 

FTZ plus-plus dengandiberikan insentiftambahan. 

3) Presiden mengharapkan Batam dapat kembali bangkit dan memperhatikan 

pengembangan pariwisata. 

2 Karakteristik Lembaga dan Penguasa 

Dalam implementasi kebijakan yang telah dibuat, maka pelaksanaannya akan 

terlepas dari karakteristik atau peran dari para pelaksana kebijakan itu sendiri. 
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Karakteristik stakeholders dalam hal ini sesuai dengan tugas dan pokok masing.:. 

masing dalam melaksanakan tugasnya. Setiap stakeholder tentu memiliki 

perannya masing-masing di dalam pengimplementasian Peraturan Pemerintah 

Nomor 46 tahun 2007 tentang Kawasan Perdaganan Bebas Pelabuhan Bebas. Pak 

ES memaparkan mengenai koordinasi dalam proses pengimplementasian 

Kawasan Perdagangan Beba Pelabuhan Bebas sebagai berikut : 

"Fasilitas fisik Batam sudah OK, yang harus diperkuat 
ketersediaan sdm qualified, keberadaan Poltek Negeri Batam 
sudah benar, tapi harus terui dikembangkan, fasilitas regulasi 
yang bikin repot, sudah FTZ, mau berubah KEK, ada yang 
ingin jadi FTZ++, ini yang berpotensi menjadi tidak nyaman 
bagi investor. " 

"Betapa sulitnya mencari kesepakatan di antara para 
pemangku kepentingan untuk jadikan Batam kondusif bagi 
investasi. Setelah berargumentasi, mari berkesimpulan tentang 
status terbaik Batam agar. kondusif untuk investasi, tetapkan 
waktu untuk evaluasi yang layak, kalo buruk hasilnya, diskusi 
lagi untuk cari solusi baru. Yang paling penting, dengan status 
spesial, Batam bisa merifadi lokomotif sebenarnya bagi 
ekonomi Indonesia. " 

Kemudian pemaparan mengenai kelembagaan yang disampaikan oleh Pak YP 

salah.seorang Pengusaha Distributor Barang di Batam adalah sebagai berikut: 

"Kalo bisa FTZ kedepannya fungsi bea cukai dan 
pengurusan dokumen endorsment nya diminimalisasi. " 

Kemudian pemaparan mengenai kelembagaan yang disampaikan oleh Pak WS 

salah seorang Pengembang Properti di Batam adalah sebagai berikut: 

"kalau bagi properti yg penting rumah itu ada pembelinya. 
Konsumen perumahan selama ini sebagian besar peke1ja. Bila 
ekonomi bertumbuh, industri bangkit, peke1ja diserap, maka 

. market rumah juga tumbuh. Artinya dari segi property itu yg 
penting pertumbuhan ekonomi itu bagus, itu kepentingan 
property yg sesungguhnya. Sekdrang bagus mana, utk 
pertumbuhan ekonomi batam: FTZ atau KEK? kalo saya lihat, 
salah satu unsur terpenting orang investasi adalah kepastian 
hukum." 
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Karakteristik lembaga dan rezim yang berkuasa dalam implementasi 

Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas 

dan Pelabuhan Bebas Batam yaitu sebagai berikut : 

1) Terdapat kesulitan dalam mencari kesepakatan diantara pemangku 

kepentingan terkait status Batam apakah sebagai FTZ, KEK, FTZ plus-plus 

dan lainnya. 

2) Terdapat pemangku kepentingan yang memiliki kepentingan untuk 

inemperbesar kewenangaruiya dengan meniadakan status FTZ Batam. 

3) Pemangku kepentingan seperti pengembang property, pengusaha UMKM dan 

Industri Kreatif melihat adanya ketidakpastian dari para pemangku 

kepentingan dalam implementasi Peratuuran Pemerintah nomor 46 tahun 2007 

tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam. 

3 Kepatuban dan Daya Tanggap 

Hal ini juga bagian penting dari proses implementasi suatu kebijakan, dimana 

tingkat kepatuhan dan adanya respon dari para pelaksana kebijakan merupakan 

aksi nyata dari para pelaksana untuk melaksamikan tugas pokok dan fungsinya 

dalam pengimplementasian Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2007 tentang 

Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam agar dapat terlaksana 

deilgan baik, secara optimal dan berdaya guna. Adapun peran dari masing-masing 

pelaksana yang dipaparkan oleh Bapak WS selaku pengembang property adalah 

sebagai berikut : 

"Pengembang property di Batam senantiasa mendukung 
penyediaan perumahan bagi masyarakat dan pekerja. Selama 
ini · pasar perumahan sedikit banyak tergantung kondisi 
pertumbuhan ekonomi Batam yang dimotori industri galangan 
kapal dan elektroYJik. Penurunan industri galangan kapal yang 
disebabkan turunnya harga minyak dan batubara dunia 2-3 
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tahun lalu benar-benar memukul perekonomian bat am dan juga 
sektor property di Batam" 

Kemudian Pak YP salah seora,ng Pengusaha Distributor Barang di Batam 

memaparkan sebagai berikut: 

''pengusaha distributor Barang memiliki peran yang 
penting dalam menjaga kestabilan harga barang · konsumsi. 
Yang dengan sendirinya akan berpengaruh terhadap kestabilan 
tingkat upah pekerja. " · 

Pak ES memaparkan mengenai dukungan para pdaksana dalam 

pengimplerrientasian Kawasan Perdagangan Beba Pelabuhan · Be bas sebagai 

berikut: 

"Kalangan pendidikan tinggi seperti Politeknik Batam 
senantiasa mendukung penyediaan sumber daya manuasia yang 
qualified untuk mendukung perkembangan industri di Batam. 
Saat ini Politeknik Batam mendukung penyiapan SDM Teknik 
Jriforrnatika, Teknik Geomatika, Animasi, Multimedia Jaringan, 
Elektronika Manufaktur, Teknik Elektronika, Teknik 
Instrumentasi, Tekriik Mekatronika, Teknik Robotika, Teknik 
Mesin, Perawatan Pesawat Udara, Teknik Perencanaan dan 
Konstruksi Kapal. " 

Tingkat kepatuhan dan daya tanggap aktor pelaksana dalam implementasi 

Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas 

dan Pelabuhan Bebas Batam adalah sebagai berikut : 

1) Pengembamg Properti siap mendukung penyediaan perumahan untuk 

pengembangan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas, 

2) Pengusaha distributor barang mendukung dalam menjaga kestabilan harga yang 

akan berpengaruh terhadap kestabilan tingkat upah pekezja, 

3) Kalangan pendidikan tinggi mendukung penyediaan sumber daya manusia yang 

qualified untUk pengembangan Kawasan Perdagangan Beba5 dan Pelabuhan 

Bebas Batam, 
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4) Bea Cukai mengharapkan FTZ Batam menyeluruh diganti dengan enclave 

karena dianggap sebagai salah satu penyebab maraknya penyelundupan, 

5) Pemerintah Kota batam mengharapkan FTZ Batam diganti dengan KEK, 

karena dianggap menjadi penyebab adanya dualisme pemerintahan di Batam. 
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BABV 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil . penelitian dan penibahasan mengenai Implementasi 

Peraturan Pemerintah nomor 46 tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas 

Pelabuhan Be bas Batam, , . diukrir melalui · 6 variabel lsi Kebijakan (content of 

policy) yang mempengaruhi yaitu Interest Affected (kepentingan-kepentingan 

yang mempengaruhi), Type ofBenefits (tipe manfaat), Extent of Change Envision 

(derajat perubahan yang ingin dicapai), Site of Decision Making (letak 

pengambilan keputusan), Program implementer (pelaksana program), Resources 

Commited (sumber-sumber daya yang digunakan) dan 3 variabel Lingkungan 

Kebijakan (context of policy) yaitu : Power, Interest, and Strategy of Actor 

Involved (kekuasaan, kepentingan-kepentingan, dan strategi dari aktor yang 

terlibat), Institution and Regime Characteristic (karakteristik lembaga dan rezim 

yang berkuasa), dan Compliance and Responsiveness (tingkat kepatuhan). 

5.1.1. Kesimpulan Setiap Aspek 

Sebagai penelitian kualitatif yang tidak menggeneralisir fenomena, secara 

detail kesimpulan untuk setiap aspek lmplementasi Kebijakan Publik menurut 

teori Merilee S. Grindle adalah sebagai berikut: 

1. Kepentingan-kepentingan Yang Terpengaruhi Kebijakan 

Kepentingan yang terpengaruhi dari implementasi Peraturan Pemerintah 

nomor 46 tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas Pelabuhan Bebas 
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Batam yaitu Badan Pengusahaan Batam untuk kelangsungan organisasinya, 

Pemerintah Pusat berkepentingan mengamankan Batam sebagai Kawasan 

Strategis Nasional dan Kawasan Perbatasan,. Pemerintah Kota berkepentingan 

untuk keluar dari bayang-bayang pengelola FTZ dan menguasai wilayah dan 

laban di Batam, Bea Cukai berkepentingan untuk memperbesar kewenangannya, 

dengan adanya FTZ kewenangan Bea Cukai di Batam tetap kecil, Pengusaha 

berkepentingan mendukung FTZ untuk menghindari birokrasi yang rumit dan 

aliran barang yang lebih lancer, Masyarakat berkepentingan mendukung FTZ 

untuk tetap menikmati harga barang bebas pajak, Kementrian Keuangan 

berkepentingan memperbesar target penerimaan pajak, yang mana dengan adanya 

FTZ target penerimaan pajak dari Batam lebih kecil dibandingkan dengan tidak 

adanya FTZ di Batam, Kepentingan politik berkepentingan menggulirkan issue-

issue populis untuk menarik dukungan suara masyarakat, misalnya issue bahwa 

dengan adanya FTZ maka laban di Batam tidak dapat dijadikan Sertifikat Hak 

Milik. Padahal status laban Batam Hak Pengelolaan tidak ada kaitannya dengan 

status batam sebagai FTZ. 

2. Tipe Manfaat Dari Implementasi Kebijakan 

Manfaat dari Implementasi Peraturan Pemerintah nomor 46 tabun 2007 

tentang Kawasan Perdagangan Bebas Pelabuhan Bebas Batam yaitu, Free flow of 

goods, people and money, Aliran barang relatif lebih simple terdiri dari 3 jenis 

aliran barang, Mendatangkan Penanaman Modal Asing, Insentif bebas PPnBM 

untuk pengembangan UMKM dan Industry Kreatif, Meningkatkan Export, 

Menekan harga bahan baku impor karena tidak · kena pajak (tangible cost), 

Meningkatkan lapangan pekeijaan, Menurunkan barang-barang konsumsi 
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sehingga dapat menurunkan laju kenaikan upah pekerja,. Memperlancar custom 

clearance di Pelabuhan ·(intangible cost), dan Mengurangi red tape. 

3. Derajat perubahan yang ingin dicapai 

Derajat perubahan yang ingin dicapai dari implementasi Peraturan 

Pemerintah nomor 46 tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas Pelabuhan 

Bebas Batam yaitu Meningkatkan ekspor, tenaga kelja, PMA, pertumbuhan 

ekonomi, Menciptakan brand name Batam - Indonesia, dan Menjadi kontributor . . 

utama ekonomi nasional 

4. Kedudukan Pembuat Kebijakan 

Kedudukan pembuat kebijakan dalam implementas.i Peraturan Pemerintah 

nomor 46 tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas Pelabuhan Bebas 

Batam yaitu bahwa meskipun dasar hukum Kawasan Perdagangan Bebas 

Pelabuhan Bebas Batam cukup tinggi berupa Undang-undang, namun undang-

undang FTZ sendiri mengatur kedudukan FTZ di bawah otonomi 

daerah/Gubernur. Sehingga tidak dapat lepas dari pengaruh kepentingan politik. 

Juga masih terdapat batas-batas kewenangan, pengaruh dan wilayah kelja yang 

abu-abu dan komitmen Pemerintah Daerah yang bersangkutan untuk 

melaksanakan pengelolaan Kawasan Perdagangan Bebas Pelabuhan Bebas Batam. 

I 
5. Pelaksana Kebijakan 

I 
I I 

Pelaksana Kebijakan implementasi Peraturan Pemerintah nomor 46 tahun 

2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas Pelabuhan Bebas Batam terstruktur 

dan terkoordinasi mulai dari tingkat Pusat hingga ke tingkat daerah yaitu Badan 

Pengusahaan Batam, Bea Cukai; Imigrasi, BKPM, Kementrian Keuangan. 

6. Sumber-sumber Daya Yang Digunakan 
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Sumber daya yang digunakan baik sumber daya manusia maupun pembiayaan 

dari implementasi Peraturan Pemerintah nomor 46 tahun 2007 tentang Kawasan 

Perdagangan Bebas Pelabuhan Bebas Batam terdiri dari Dewan Kawasan 

Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas dan Dewan Pengawas Badan 

Pengusa:haan Batam. Koordinasi dilakukan melalui Tim Teknis Dewan Kawasan 

yang diketuai oleh Sekretaris Menteri Koordinator Perekonomian dan 

beranggotakan departemen dan kementrian · terkait, perwakilan Provinsi 

Kepulauan Riau, DPRD Provinsi Kepulauan Riau dan Perwakilan Pemerinta:h 

KotaBatam. 

7. Kekuasaan, Kepentingan dan Strategi Aktor Yang Terlibat 

Kekuasaan, Kepentingan dan Strategi Aktor yang terlibat dalam implementasi 

Peraturan Pemerintah nomor 46 tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas 

Pelabuhan Bebas Batam yaitu Kepentingan politis untuk menghapus status tana:h 

di Batam dari tanah negara menjadi tanah yang dapat dikuasasi masyarakat berupa 

sertifikat hak milik, Pengusaha mengharapkan status FTZ dipertahankan bahkan 

diperkuat menjadi FTZ plus-plus dengan diberlkan insentif tambahan, Presiden 

mengharapkan Batam dapat kembali bangkit dan memperhatikan pengembangan 

pariwisata. 

8. Karakteristik Lembaga dan Rezim Yang Berkuasa 

Karakteristik lembaga dan rezim yang berkuasa dalam implementasi 

Peraturan Pemerintah nom or 46 tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan. Be bas 

Pelabuhan Bebas Batam yaitu terdapat kesulitan · dalam mencari kesepakatan 

diantara pemangku kepentingan terkait status Batam apaka:h sebagai FTZ, KEK, 

FTZ plus-plus dan lainnya. T-erdapat pemangku kepentingan yang 
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memiliki kepentingan untuk memperbesar kewenangannya dengan 

menf~dakan . status FTZ Batam. Pemangku kepentingan seperti pengembarig 

property, pengusaha UMKM dan Industri Kreatif melihat adanya ketidakpastian 

dari para pemangku kepentingan dalam implementasi Peratuuran Pemerintah 

nomor 46 tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas Pelabuhan Bebas 

Batain. 

9. Tingkat Kepatuhan dan Daya Tanggap Aktor Pelaksana 

· Tingkat kepatuhan dan daya tanggap aktor pelaksana. dalam implementasi 

Peraturan Pemerintah nomor 46 tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas 

Pelabuhan Bebas Batam antara lain Pengembamg Property siap mendukung 

penyediaan perumahan untuk pengem:bangan Kawasan Perdagangan Bebas 

Pelabuhan Bebas, Pengusaha distributor barang mendukung dalam menjaga 

kestabilan harga yang akan berpengaruh terhadap kestabilan tingkat upah pekeija, 

Kalangan pendidikan tinggi niendukung penyediaan sumber daya manusia yang 

qualified untuk pengembangan Kawas~m Perdagangan Bebas Pelabuhan Bebas 

Batam, Bea Cukai mengharapkan FTZ Batam menyeluruh diganti dengan enclave 

karena dianggap sebagai salah satu penyebab maraknya penyelundupan, 

Pemerintah Kota batam mengharapkan FTZ Batam diganti dengan KEK, karena 

dianggap menjadi penyebab adanya dualisme pemerintahan di Batam. 

5.1.2. Kesimpulan Umum 

Implementasi Peraturan Pemerintah nomor 46 tahun 2007 tentang Kawasan 

Perdagangan Bebas Pelabuhan Bebas Batam masih memerlukan harmonisasi antar 

pemangku kepentingan, kh:ususnya antara. BP Batam dengan Pemerintah Kota 
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Batam yang memiliki tugas pokok dan fungsi yang berbeda namun dalam 

implementas1nya terjadi ~rik-menarik kewenangan. 

Sesuai dengan amanat Undang-undang Pemerintah Daerah nomor 23 tahun 

2014, di Kawasan Perdagangan Be bas Pelabuhan Be bas perlu diatur kewenangan . 

· Pemerintah Darah dalam sebuah Peraturan Pemerintah. 

5.2. Saran 

5.2.1. Saran Setiap Aspek 

Berdasarkan kesimpulan yang telah diambil, maka peneliti memberikan saran 

sebagai berikut: 

1. Kepentingan-kepentingan Yang Terpengaruhi Kebijakan 

Mengingat kompleksitas kepentingan yang terpengaruhi dari implementasi 

Peraturan Pemerintah nomor 46 tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas 

Pelabuhan Bebas Batam maka peneliti menyarankan perlunya sinergitas atau 

harmonisasi antar kepentingan, hlmsusnya antara BP Batam dengan Pemerintah 

Kota Batam yang memiliki tugas pokok dan fungsi yang berbeda namun dalam 

implementasi dapat tetjadi tarik-menarik kewenangan. Sesuai dengan amanat 

Undang-undang Pemerintah Daerah nomor 23 tahun 2014, di Kawasan 

Perdagangan Bebas Pelabuhan Bebas perlu diatur kewenanangan daerah dalam 

Peraturan Pemerintah. 

2. Tipe Manfaat Dari Implementasi Kebijakan 

Manfaat dari Implementasi Peraturan Pemerintah nomor 46 tahun 2007 

tentang Kawasan Perdagangan Bebas Pelabuhan Bebas Batam dengan aliran 

barang yang relative lebih simple,· insentif be bas PPnBM, lebih sedikitnya custom 

cleareance dapat mendatangkan Penanaman Modal Asing, menumbuhkan UMKM 
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dan industri kreatif, menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan eksport. 
. . . 

Pen~liti menyarailkan penerapan FfZ ditingkatkan menjadi FTZ plus-plus dengan 

menambahkan insentif-insentif yang dapat menarik investasi tanpa 

menghihingkan status FTZ. 

3. Derajat perubahan yang ingin dicapai 

Derajat peiubahan yang ingin dicapai dari implementasi Peraturan 

Pemeriritah nomor 46 tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas Pelabuhan 

Bebas Batam yaitu meningkatkan ekspor, tenaga kerja, PMA, dan pertumbuhan 

ekonomi dalam rangka menjadi kontributor utama ekonomi nasional. Peneliti 

menyarankan agar Batam mempunyai target yang terukur, misalnya menjadi 

penyumbang PDRB nomor 5 secara nasional dal~m 5 tahun. 

4. Kedudukan Pembuat Kebijakan 

Undang-undang FTZ mengatur kedudukan pelaksana FTZ dipilih oleh 

otonomi daerah/Gubernur. Sehingga·tidak dapat lepas dari pengaruh kepentingan 

politik. Peneliti menyarankan perlunya penyempumaan Undang-undang FTZ agar 

pengelola FTZ dipilih langsung oleh Presiden seperti halnya awal pembangunan 

Batam yang mana hal ini dicontoh oleh negara Malaysia dengan Johor 

Iskandarnya yang langsung di Batam Perdana Menteri Malaysia. 

5. Pelaksana Kebijakan 

Pelaksana Kebijakan implementasi Peraturan Pemerintah nomor 46 tahun 

2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas Pelabuhan Bebas Batam terstruktur 

dan terkoordinasi mulai dari tingkat Pusat hingga ke tingkat daerah yaitu Badan 

Pengusahaan Batam, Bea Cukai, Imigrasi, BKPM, Kementrian Keuangan. Peneliti 
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menyarankan unsur bea cukai dapat di bawah kendali operasi Badan Pengusahaan 

Batam untuk Ieb.ih memperlancar lalu lintas barang. 

6. Sumber-sumber Daya Yang Digunaka1;1 

Sumber daya yang digunakan baik sumber daya manusia maupun pembiayaan 

dari implementasi Peraturan Pemerintah nomor 46 tahun 2007 tentang Kawasan 

Perdagangan Bebas Pelabuhan Bebas . Batam terdiri dari Dewan Kawasan 

Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas dan Dewan Pengawas Badan 

Pengusahaan Batam. Koordinasi dilakukan melalui Tim Teknis Dewan Kawasan 

yang diketuai oleh Sekretaris Menteri Koordinator Perekonomian dan 

beranggotakan . departemen dan kementrian terkait, perwakilan Provinsi 

Kepulauan Riau, DPRD Provinsi Kepulauan Riau dan Perwakilan Pemerintah 

Kota Batam. Peneliti menyarankan perlunya kebijakan SDM yang flezible untuk 

mengikuti perkembangan dunia bisnis yang spesifik, dukungan fleksibilitas 

finansial untuk pengembangan pendidikan vokasi dan dukungan pembiayaan 

APBN yang lebih besar agar Batam dapat bersaing dengan kompetitor kawasan _ 

sejenis di lingkungari regional. 

7. Kekuasaan, Kepentingan dan Strategi Aktor Yang Terlibat 

Kekuasaan, Kepentingan dan Strategi Aktor yang terlibat dalam implementasi 

Peraturan Pemerintah nomor 46 tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas 

Pelabuhan Bebas Batam sangat kompleks. Diperlukan sinergitas yang diatur oleh 

Peraturan Pemerintah sesuai dengan amanat Undang-undang nomor 23 tahun 

2014 tentang Pemerintah Daerah. 
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8. Karakteristik Lembaga dan Rezim Yang Berkuasa 

Karakteristik lembaga · dan rezim yang berkuasa dalam implementasi 
. . 

Peraturan Pemerintah nomor 46 tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas 

Pelabuhan Bebas Batam peneliti menyarankan perlunya konsensus nasional 

tentang kepastian hokum status Batam. FTZ yang sudah ditetapkan untuk jangka 

waktu 70 tahun agar konsisten dijalankan. 

9. Tingkat Kepatuhari dan Daya Tanggap Aktor Pelaksana 

Tingkat kepatuhan dan daya tanggap aktor pelaksana dalam implementasi 

Peraturan Pemerintah nomor 46 tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas · 

Pelabuhan Be bas Batam, .peneliti menyarankan untuk dibuat Peraturan Pemerintah 

tentang hubungan kerja antar pemangku kepentingan di Kawasan Perdagangan 

Bebas Pelabuhan Be bas · Batam, dan diadakan koordinasi rutin antar pemangku 

kepentingan, seperti halnya pemah dilaksanakan pada waktu pembentukan 

Kotamadya Batam melalui Peraturan Pemerintah nomor 34 tahun 83 , menyadari 

adanya dua institusi yang b.erperan dalam pengelolaan Batam, maka pemerintah 

· pada waktu itu menyadari adanya potensi irisan atau tum pang tindih pelaksanaan 

kewenangan. Maka pemerintah waktu itu segera menerbitkan Keputusan Presiden 

Nomor 7 Tahun 1984 Tentang Hubungan Kerja antara Kotamadya Batam dengan 

Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam tanggal 23 Februari 1984 

yang mengatur Badan Pelaksana Otorita pengembangan daerah industri pulau 

batam sebagai pihak yang membangun infrastruktur dan suprastruktur di Batam 

dan Walikota madya batam sebagai pihak yang bertanggungjawab dibidang 

pemerintahan. Dalam Keputusan Presiden tersebut diatur pula bahwa 

Walikotamadya batam ·bersama Otorita pengembangan daerah industri pulau 
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batam secara priodik mengadakan rapat kordinasi dengan instansi-instansi 

pemerintah lainnya gUna mewujudkan sinkronisasi program diantara mereka 

5.2. Saran Umum 

Dalam rangka melakukan harmonisasi antar pemangku kepentingan dalam 

implementasi Kawasan Perdagangan Bebas Pelabuhan Bebas Batam, diperlukan 

adanya Penituran Pemerintah mengenai kewenangan Pemerintah Daerah dalam 

Kawasan Perdagangan Bebas Pelabuhan Bebas Batam, sesuai dengan amanat 

Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Undang

Undang nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, 

Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten 

Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam. 
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